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Visia Assyafira Suwarto, Hukum Agraria, Fakultas Hukum Universitas 
Brawijaya, Maret 2019, TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH 
TERHADAP PENDUDUK YANG TELAH MEMAKAI TANAH 
SEBELUM TERBITNYA HAK PENGELOLAAN (Studi Kasus di Kota 
Surabaya), Prof. Dr. Mochammad Bakri, S.H., M.S. dan Setiawan 
Wicaksono, S.H., M.Kn. 
 
Pada skripsi ini, dilatarbelakangi bahwa adanya tindakan 
Pemerintah Kota Surabaya yang memberikan tanah-tanah aset Pemerintah 
Kota Surabaya yang berasal dari tanah hak barat kepada masyarakat atau 
pihak ketiga yang membutuhkan dalam bentuk Izin Pemakaian Tanah (atau 
lebih dikenal dengan sebutan “Surat Ijo”). Dalam menggunakan tanah-tanah 
tersebut, masyarakat dibebankan biaya retribusi penggunaan tanah. Pada 
tahun 1997, Pemerintah Kota Surabaya mengajukan Hak Pengelolaan tanah 
atas nama Pemerintah Kota Surabaya untuk tanah-tanah aset Pemerintah 
Kota yang kemudian terbit Keputusan Menteri Negara Agraria / Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 53/HPL/BPN/1997 tentang Pemberian Hak 
Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Surabaya. Sebagian dari tanah Hak Pengelolaan itu, terdapat masyarakat 
atau pihak ketiga yang telah menduduki atau menggarap tanah tersebut 
dengan Izin Pemakaian Tanah jauh sebelum Pemerintah Kota Surabaya 
mengajukan Hak Pengelolaan.  
Sehingga muncul suatu permasalahan yaitu apakah tindakan 
Pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan Izin Pemakaian Tanah 
kepada penduduk sebelum melakukan pengajuan permohonan Hak 
Pengelolaan ke Badan Pertanahan Nasional adalah sah secara hukum dan 
Bagaimana tindakan pemerintah kota surabaya terhadap penduduk yang 
telah memakai tanah sebelum terbitnya hak pengelolaan tanah atas nama 
pemerintah Kota Surabaya. 
Penelitian ini menggunakan metode empiris. Pendekatan yang 
digunakan adalah yuridis sosiologis. Data yang diperoleh untuk menjawab 
penelitian ini adalah hasil dari wawancara dan studi kepustakaan. Data-data 
tersebut dianalisis dengan cara deskriptif analitif guna menjawab suatu isu 
hukum yang terkait dengan tindakan hukum pemerintah terhadap penduduk 
yang telah memakai tanah sebelum terbitnya hak pengelolaan. 
Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa 1) 
Tindakan Pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan Izin Pemakaian 
Tanah kepada masyarakat sebelum mengajukan permohonan Hak 
Pengelolaan pada tahun 1997 adalah tidak sah secara hukum karena tanah-
tanah yang diberikan izin untuk masyarakat adalah tanah negara dan tidak 
ada hak secara konkrit atas nama Pemerintah Kota Surabaya. 2) Tindakan 
yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya menurut hasil wawancara 
dengan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya adalah 
memberikan ganti rugi kepada masyarakat agar tanah-tanah itu menjadi 
tanah dengan Hak Pengelolaan. Apabila tidak membuahkan hasil, maka 





















atas tanah tersebut. Namun, hingga saat ini Masyarakat masih dibebankan 


























Visia Assyafira Suwarto, Agrarian Law, Faculty of Law, University of 
Brawijaya, March 2019, GOVERNMENT LEGAL ACTION ON PEOPLE 
WHO HAVE USED LAND BEFORE THE RULES OF MANAGEMENT 
RIGHTS (Case Study in Surabaya), Prof. Dr. Mochammad Bakri, S.H., 
M.S. and Setiawan Wicaksono, S.H., M.Kn. 
 
In this thesis, the background is that there is an action by the 
Surabaya City Government to give the assets of the Surabaya City 
Government originating from western land to the public or third parties in 
need in the form of Land Use Permits (better known as "Ijo Letters"). In 
using these lands, the community is charged a land use retribution fee. In 
1997, the Surabaya City Government filed Land Management Rights on 
behalf of the Surabaya City Government for land assets of the City 
Government which later issued a Decree of the Minister of Agrarian Affairs 
/ National Land Agency Number 53 / HPL / BPN / 1997 concerning the 
Granting of Management Rights on behalf of the Municipal Government 
Level II Surabaya. Some of the management rights land, there are people or 
third parties who have occupied or worked on the land with a Land Use 
Permit long before the Surabaya City Government proposed Management 
Rights. 
So that a problem arises, namely whether the Surabaya City 
Government's action in giving Land Use Permits to residents prior to 
submitting a request for Management Rights to the National Land Agency 
is legally valid and what the Surabaya city government does to residents 
who have used land before the issuance of land management rights on behalf 
of Surabaya City Government. 
This study uses empirical methods. The approach used is 
sociological juridical. The data obtained to answer this research are the 
results of interviews and literature studies. These data are analyzed in a 
descriptive analytical way to answer a legal issue related to government 
legal actions against residents who have used land before the issuance of 
management rights. 
Based on the discussion, it can be concluded that 1) The actions of 
the Surabaya City Government in giving Land Use Permits to the 
community before applying for Management Rights in 1997 are not legally 
valid because the lands that are granted permits for the community are state 
land and there are no rights concrete on behalf of the Surabaya City 
Government. 2) The actions taken by the Surabaya City Government 
according to the results of an interview with the Surabaya City Building and 
Land Management Agency were to provide compensation to the community 
so that the lands became land with Management Rights. If it does not 
produce results, the Government releases it from Management Rights and 
the community has the right to the land. However, until now the community 
is still charged with the obligation to pay levies on the controlled land and 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota 



























A. Latar Belakang Masalah 
Di dalam kehidupan manusia, tanah merupakan salah satu kebutuhan utama 
di samping kebutuhan sandang dan pangan. Tanah merupakan tumpuan hidup bagi 
manusia karena manusia pasti membutuhkan tempat tinggal yang dalam membuat 
suatu tempat tinggal harus ada tanah terlebih dahulu. Selain itu, manusia 
membutuhkan tanah karena bahan pangan yang dikonsumsi sehari-hari juga berasal 
dari tanah yang dikelola dengan baik dan benar. Tidak hanya untuk kelangsungan 
hidup saja tanah dibutuhkan oleh setiap manusia, ketika manusia meninggalpun 
juga membutuhkan tanah untuk tempat peristirahatan terakhirnya. Hidup manusia 
akan sejahtera apabila manusia dapat menggunakan dan menguasai tanah sesuai 
dengan hak dan kewajiban yang telah diatur di dalam peraturan yang berlaku. 
Saat ini tanah menjadi suatu obyek bisnis dengan nilai jual yang sangat 
tinggi karena kebutuhan manusia semakin meningkat sedangkan ketersediaan tanah 
semakin terbatas. Tidak hanya bisnis, manusia juga menjadikan tanah sebagai nilai 
investasi untuk yang akan datang, terlebih untuk investasi keturunannya kelak 
karena manusia memahami ketersediaan tanah terbatas. Akibat dari kebutuhan 
manusia akan tanah terus meningkat, maka tanah sangat berpengaruh dalam 
























Manusia dalam menguasai tanah harus memiliki hak penguasaan yang 
sesuai dalam hukum tanah nasional (berdasarkan UUPA). Tidak hanya manusia, 
negara juga memiliki hak penguasaan atas tanah, sesuai pada Pasal 33 ayat (3) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan 
bahwa : 
“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara  
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.  
 
Pasal ini lebih diperjelas lagi secara lanjut oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
(selanjutnya disingkat UUPA), bahwa : 
“Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal 
sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk 
kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu, pada tingkatan tertinggi dikuasai 
oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”. 
 
Terkait hak menguasai negara di bidang tanah tersebut dijelaskan oleh pasal 2 ayat 
(2) UUPA, bahwa : 
“Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang 
untuk : a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan 
dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; b. menentukan dan 
mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan 
ruang angkasa; c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang 
angkasa”.  
 
Maksud dari pasal di atas adalah negara tidak berhak untuk memiliki tanah 
di seluruh Indonesia, hanya berhak untuk menguasai bumi, air, dan ruang angkasa, 
termasuk kekayaan yang ada di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 























secara fisik dan menggunakannya seperti hak atas tanah, karena sifatnya semata-
semata hukum publik, sebagai yang dirumuskan dalam Pasal 2.1 
Yang berhak untuk memiliki hak secara menyeluruh yang dapat dipunyai 
adalah manusia dan badan hukum. Manusia dan badan hukum merupakan subyek 
hukum yang telah diatur oleh UUPA yang memiliki hak atas tanah. Sebagaimana 
diatur dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa : 
“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 
2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, 
yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun 
bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.” 
 
Mengenai macam-macam hak atas permukaan bumi UUPA telah 
menjabarkan macam-macam hak atas tanah dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA bahwa:  
“(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ialah : a. hak 
milik, b. hak guna usaha, c. hak guna bangunan, d. hak pakai, e. hak sewa, f. hak 
membuka tanah, g. hak memungut hasil hutan”.  
 
Macam-macam hak atas tanah tersebut diberikan kepada subyek hukum yaitu 
manusia dan badan hukum sesuai dengan penjelasan sebelumnya. UUPA dalam 
menentukan macam hak atas tanah bersifat terbuka, artinya UUPA masih membuka 
peluang adanya penambahan hak atas tanah baru selain yang ditentukan dalam 
Pasal 16 ayat (1) UUPA.2  Selain dalam pasal 16 ayat (1) UUPA, hak-hak atas tanah 
juga diatur di dalam Pasal 53 UUPA, yaitu Hak Gadai, Hak Usaha Bagian Hasil, 
Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian. Hak-hak atas tanah ini disebut 
dengan hak atas tanah bersifat sementara. 
                                                             
1Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2007, hlm.25. 
2Urip Santoso, Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, 























Selain hak-hak atas tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) 
UUPA dan Pasal 53 UUPA terdapat hak penguasaan atas tanah, yaitu Hak 
Pengelolaan (HPL).3 Perihal hak pengelolaan, Maria S.W. Sumardjono 
mengemukakan bahwa dalam UUPA, Hak Pengelolaan tidak disebutkan secara 
eksplisit, baik dalam dictum, batang tubuh maupun penjelasannya. Namun 
demikian, dalam praktik, keberadaan hak pengelolaan berikut landasan hukum 
telah berkembang sedemikian rupa dengan berbagai akses dan permasalahannya.4 
Adapun dasar hukum dari Hak Pengelolaan itu sendiri terdapat pada : 
a. Pasal 2 Ayat (3) Huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (UU BPHTB) 
b. Pasal 1 Angka 2, Pasal 38, dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 
40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak 
Pakai Atas Tanah  
c. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan 
Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-
Ketentuan tentang Kebijaksanaan Selanjutnya (selanjutnya disingkat 
Permenag No. 9/1965) 
d. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran 
Hak Pakai dan Hak Pengelolaan (Selanjutnya disingkat Permenag 
No.1/1966) 
                                                             
3Ibid, hlm.171. 
4Maria S.W Sumardjono, Hak Pengelolaan :Perkembangan, Regulasi dan Implementasinya, 
Jurnal MIMBAR HUKUM, Edisi Khusus, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 























e. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak 
Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (selanjutnya disebut sebagai 
Permenag / Kepala BPN No. 9 Tahun 1999).  
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 PP No. 40 Tahun 1996 dan Pasal 1 angka 3 
Permenag / Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 memberikan pengertian Hak 
Pengelolaan yang sama, yaitu hak menguasai dari negara yang kewenangannya 
sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.5 Lain halnya dengan Penjelasan Pasal 
2 Ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan 
Bangunan (UU BPHTB). Pasal ini memberikan penjelasan pengertian Hak 
pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya 
sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan 
peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan 
tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan 
atau bekerja sama dengan pihak ketiga.6 
Terkait subyek Hak Pengelolaan, di dalam Pasal 67 ayat (1) Permenag / 
Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 disebutkan subyek dari HPL bahwa :  
“Hak Pengelolan dapat diberikan kepada : a. Instansi Pemerintah termasuk 
Pemerintah Daerah; b. Badan Usaha Milik Negara; c. Badan Usaha Milik Daerah; 
d. PT. Persero; e. Badan Otoritas; f. Badan-badan hukum Pemerintah lainnya yang 
ditunjuk pemerintah”.7  
 
                                                             
5Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan 
Hak Pakai Atas Tanah. 
6Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
7PeraturanMenteri Negara Agraria / KepalaBadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 























Subyek-subyek tersebut diberikan Hak Pengelolaan sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya dalam kaitannya pengelolaan tanah. 
Salah satu subyek HPL adalah instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 
Pemerintah Daerah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota 
Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya menguasai bidang tanah seluas ± 3.117.110 
M2 (tiga juta seratus tujuh belas ribu seratus sepuluh meter persegi), sebagaimana 
diuraikan dalam Peta Situasi masing-masing tanggal 28 September 1995 Nomor 
97/1995 sampai dengan nomor 111/1995, dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan 
Nasional Provinsi Jawa Timur dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya. Tanah 
yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya merupakan tanah eks Eigendom 
pervonding8 sesuai Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 Tentang 
Pelaksanaan Konvensi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan ketentuan-
ketentuan tentang kebijaksanaan selanjutnya. 
Bidang tanah tersebut diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan 
yang lebih dikenal dengan “surat ijo”9. Diberikannya bidang tanah tersebut 
dipermasalahkan oleh pihak yang menempati atau menggarap tanah terkait dengan 
dasar penguasaan tanah. Namun tiba-tiba Pemerintah Kota mengajukan 
permohonan atas bidang tanah tersebut dengan hak pengelolaan. Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Keputusan Nomor 
53/HPL/BPN/1997 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah 
                                                             
8 Eigendom Pervonding adalah hak atas tanah yang berasal dari hukum tanah barat. Eigendom 
sendiri memiliki pengertian yaitu hak milik tetap atas tanah, sedangkan Verponding adalah pajak 
atas tanah atau tanah dan bangunan tersebut. Eigendom harus dikonversi menjadi hak-hak atas 
tanah yang sesuai pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Namun tidak harus dikonversi 
menjadi hak milik, karena pengkonversian harus memperhatikan persyaratan pemberian suatu hak 
yang diatur dalam UUPA.  
9 Surat Ijo adalah istilah dari surat keterangan berupa bukti yang dimiliki warga sebagai penyewa 























Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Jika mengaitkan antara Keputusan 
tersebut dengan areal tanah yang diberikan hak pengelolaan ini ternyata terdapat 
penduduk / penggarapan rakyat secara menetap yang sudah ada sebelum pemberian 
hak ini. Hal ini menjadi kewajiban/tanggungjawab sepenuhnya dari penerima hak 
untuk menyelesaikannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku atau dikeluarkan dari areal hak pengelolaan sebagaimana angka 6 (enam) 
Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  
53/HPL/BPN/ 1997. 
Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas, di satu sisi Pemerintah 
Kota Surabaya menguasai bidang tanah dengan status hak pengelolaan atas tanah 
yang telah diberikan penduduk untuk memakai sebelumnya. Pada angka 6 (enam) 
Keputusan Menteri Negara Agraria / BPN Nomor  53/HPL/BPN/1997 disebutkan 
bahwa : 
“Apabila di dalam areal tanah yang diberikan Hak Pengelolaan  ini ternyata 
terdapat penduduk/penggarapan rakyat secara menetap yang sudah ada 
sebelum pemberian hak ini, menjadi kewajiban/tanggungjawab sepenuhnya 
dari penerima hak untuk menyelesaikannya menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku atau dikeluarkan dari areal hak 
pengelolaan.” 
 
Kenyataannya bidang tanah yang dikuasai dan digarap sebelum 
diterbitkannya HPL Nomor 53/HPL/BPN/1997 hingga saat ini masih terikat dalam 
retribusi Izin Pemakaian Tanah10 yang diberikan Pemerintah Kota Surabaya kepada 
masyarakat (penduduk yang menempati tanah tersebut). Hal ini menurut penulis 
sangat menarik untuk diteliti dan dibahas dalam skripsi dengan data yang diperoleh 
                                                             
10 Berdasarkan website resmi Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Kota Surabaya 
(https://dpbt.surabaya.go.id), Izin Pemakaian Tanah (IPT) adalah izin yang diberikan Walikota 
atau Pejabat yang ditunjuk untuk memakai tanah dan bukan merupakan pemberian hak pakai atau 
























dari wawancara dengan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah serta  penduduk 
yang terkait, dengan judul “Tindakan Hukum Pemerintah Terhadap Penduduk yang 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka yang dipermasalahkan  
adalah: 
1. Apakah tindakan Pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan Izin 
Pemakaian Tanah kepada penduduk sebelum Pemerintah Kota Surabaya 
mengajukan permohonan Hak Pengelolaan ke Badan Pertanahan Nasional 
adalah sah secara hukum ? 
2. Bagaimana tindakan Pemerintah Kota Surabaya terhadap penduduk yang 
telah memakai tanah sebelum terbitnya Hak Pengelolaan tanah atas nama 
Pemerintah Kota Surabaya ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Penulis membuat penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui tindakan 
hukum Pemerintah Kota Surabaya terhadap penduduk yang telah memakai tanah 
sebelum terbitnya Hak Pengelolaan. 
 
D.  Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Penelitian ini diharapkan untuk memberikan pengembangan terhadap ilmu 
hukum khususnya pengembangan dalam bidang ilmu hukum agraria 
mengenai tindakan hukum Pemerintah Kota Surabaya terhadap penduduk 
yang telah memakai tanah sebelum terbitnya Hak Pengelolaan. 
b. Dapat menjadi pedoman bagi penelitian lain yang masih berkaitan dengan 
























2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Pemerintah Kota Surabaya 
Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Surabaya 
dalam hal pemberian perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat 
yang telah memakai tanah di atas Hak Pengelolaan sebelum Pemerintah 
Kota Surabaya mengajukan Hak Pengelolaan. 
b. Bagi Mahasiswa 
Penulisan ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu 
hukum agraria mengenai tindakan hukum Pemerintah Kota Surabaya 
terhadap penduduk yang telah memakai tanah sebelum terbitnya Hak 
Pengelolaan. Dengan begitu, hal ini bisa dijadikan sebagai pedoman bagi 
mahasiswa untuk memperdalam keilmuan hukum serta menambah 
pengetahuan terkait upaya-upaya yang dilakukan masyarakat yang menjadi 
penduduk pemegang izin pemakaian tanah sebagai bentuk perlindungan 
hukum terhadap kebijakan Pemerintah Kota Surabaya berupa pengajuan 
permohonan Hak Pengelolaan Tanah. 
c. Bagi Akademisi 
Sebagai masukan dan tambahan pengetahuan mengenai bidang ilmu 
hukum agraria tentang tindakan hukum Pemerintah Kota Surabaya 


























d. Bagi Masyarakat 
Penelitian ini berguna sebagai media informasi dan ilmu 
pengetahuan terkait tindakan hukum Pemerintah Kota Surabaya terhadap 
penduduk yang telah memakai tanah sebelum terbitnya Hak Pengelolaan. 
 
E.  Sistematika Penulisan 
Agar penulisan karya ilmiah skripsi ini terstruktur dengan baik, maka 
penulis membuat sistematika penulisan yang sesuai dengan pedoman penulisan 
hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2012 yang sebagai berikut: 
1. BAB I Pendahuluan 
Pada BAB ini, penulis menerangkan sebuah latar belakang yang 
berisikan keterangan terkait alasan penulis memilih penelitian tersebut. 
Selain latar belakang, BAB ini berisikan mengenai rumusan masalah, 
tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 
2. BAB II Tinjauan Pustaka 
BAB ini berisikan tentang tinjauan dari beberapa teori terkait 
permasalahan yang diangkat penulis sebagai pendukung untuk 
menjawab rumusan masalah. Tinjauan teori yang digunakan penulis 
adalah sebagai berikut : Teori umum tentang penyelesaian sengketa, 
Teori umum tentang kewenangan, dan Hak Pengelolaan. 
3. BAB III Metode Penelitian 
BAB ini berisikan tentang jenis penelitian empiris yang terdiri dari 























sumber data, teknik memperoleh data, populasi dan sampel, teknik 
analisis data, serta definisi operasional. 
4. BAB IV Pembahasan 
BAB ini berisi tentang hasil dari penelitian yang sudah penulis 
lakukan serta menjawab rumusan masalah yang sudah ada. 
5. BAB V Penutup 
Pada BAB ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang penulis 

























A. Teori Umum tentang Penyelesaian Sengketa 
1. Pengertian Penyelesaian Sengketa 
Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia adalah pertentangan 
atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, 
kelompok-kelompok, atauorganisasi-organisasi terhadap satu obyek 
permasalahan. Menurut Winardi, pertentangan atau konflik yang terjadi antara 
individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau 
kepentingan yang sama atas suatu obyek kepemilikan, yang menimbulkan akibat 
hukum antara satu dengan yang lain. 
Menurut Sarjita, sengketa pertanahan adalah Perselisihan yang terjadi 
antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk 
penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui 
musyawarah atau melalui pengadilan.11 Sedangkan menurut Ali Achmad 
berpendapat bahwa sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang 
berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang 
dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.12 Dari kedua pendapat di atas 
maka dapat dikatakan bahwa sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua
                                                             
11 Sarjita, Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Tugujogja Pustaka, 
Yogyakarta, 2005, hlm. 8. 
12 Ali Achmad Chomzah, Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah 
dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, Prestasi Pustaka, 






















orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat 
diberi sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya.  
Munculnya sengketa jika salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk 
berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak berlaku demikian. 
Pencarian berbagai jenis proses dan metode untuk menyelesaikan sengketa yang 
muncul adalah sesuatu yang urgent dalam masyarakat. Para ahli non hukum banyak 
mengeluarkan energi dan inovasi untuk mengekspresikan berbagai model 
penyelesaian sengketa (dispute resolution). Berbagai model penyelesaian sengketa, 
baik formal maupun informal, dapat dijadikan acuan untuk menjawab sengketa 
yang mungkin timbul asalkan hal itu membawa keadilan dan kemaslahatan.  
Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dipergunakan selalu 
berorientasi pada upaya memperoleh kemenangan (seperti peperangan, 
perkelahian, bahkan lembaga pengadilan). Oleh karena kemenangan yang menjadi 
tujuan utama, para pihak cenderung berupaya mempergunakan berbagai cara untuk 
mendapatkannya, sekalipun melalui cara-cara melawan hukum. Akibatnya, apabila 
salah satu pihak memperoleh kemenangan tidak jarang hubungan diantara pihak-
pihak yang bersengketa menjadi buruk, bahkan berubah menjadi permusuhan. 
Dalam perkembangannya, bentuk-bentuk penyelesaian yang berorientasi pada 
kemenangan tidak lagi menjadi pilihan utama, bahkan sedapat mungkin dihindari. 
Pihak-pihak lebih mendahulukan kompromi dalam setiap penyelesaian sengketa 
yang muncul di antara mereka, dengan harapan melalui kompromi tidak ada pihak 






















Upaya manusia untuk menemukan cara-cara penyelesaian yang lebih 
mendahulukan kompromi, dimulai pada saat melihat bentuk-bentuk penyelesaian 
yang dipergunakan pada saat itu (terutama lembaga peradilan) menunjukkan 
berbagai kelemahan/kekurangan, seperti: biaya tinggi, lamanya proses 
pemeriksaan, dan sebagainya. Akibat semakin meningkatnya efek negatif dari 
lembaga pengadilan, maka pada permulaan tahun 1970-an mulailah muncul suatu 
pergerakan dikalangan pengamat hukum dan akademisi Amerika Serikat untuk 
mulai memperhatikan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa.  
Laura Nader dan Herry F. Todd membedakan konflik dan sengketa melalui 
proses bersengketa (disputing process), sebagai berikut : 
1. Tahap pra-konflik atau tahap keluhan, yang mengacu kepada keadaan atau 
kondisi yang oleh seseorang atau suatu kelompok dipersepsikan sebagai hal 
yang tidak adil dan alasan-alasan atau dasar-dasar dari adanya perasaan itu. 
Pelanggaran terhadap rasa keadilan itu dapat bersifat nyata atau imajinasi 
saja, yang terpenting pihak itu merasakan haknya dilanggar atau 
diperlakukan dengan salah;  
2. Tahap Konflik (conflict), ditandai dengan keadaan dimana pihak yang 
merasa haknya dilanggar memilih jalan konfrontasi, melemparkan tuduhan 
kepada pihak pelanggar haknya atau memberitahukan kepada pihak 
lawannya tentang keluhan itu. Pada tahap ini kedua belah pihak sadar 
mengenai adanya perselisihan pandangan antar mereka;  
3. Tahap Sengketa (dispute), dapat terjadi karena konflik mengalami eskalasi 






















sengketa hanya terjadi bila pihak yang mempunyai keluhan telah 
meningkatkan perselisihan pendapat dari pendekatan menjadi hal yang 
memasuki bidang publik. Hal ini dilakukan secara sengaja dan aktif dengan 
maksud supaya ada sesuatu tindakan mengenai tuntutan yang diinginkan.  
 Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa 
Beberapa cara yang dapat dipilih dalam menyelesaikan sengketa, diantaranya 
adalah :  
1. Konsultasi  
Tidak ada suatu rumusan ataupun penjelasan yang diberikan dalam UU No. 30 
Tahun 1999 mengenai makna maupun arti dari konsultasi. Jika melihat pada 
Black’s law dictionary dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan konsultasi 
(consultation) adalah “act of consulting or conferring e.g patient with doctor, 
client with lawyer. Deliberation of persons on some subject”.13  
Dari rumusan yang diberikan tersebut dapat dilihat, bahwa pada prinsipnya 
konsultasi merupakan satu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak 
tertentu, yang disebut “klien” dengan pihak lain yang merupakan pihak 
“konsultan”, yang memberikan pendapatnya klien tersebut untuk memenuhi 
keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Tidak ada suatu rumusan yang 
menyatakan sifat “keterikatan” atau “ kewajiban” untuk memenuhi dan mengikuti 
pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan. Ini berarti klien adalah bebas 
                                                             
13 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis (Hukum Arbitrase), Raja Grafindo 






















untuk menentukan sendiri keputusan yang akan diambil untuk kepentingannya 
sendiri, walau demikian tidak menutup kemungkinan klien akan dapat 
mempergunakan pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan tersebut. Ini 
berarti dalam konsultasi, sebagai suatu bentuk pranata alternatif penyelesaian 
sengketa, peran dari konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa 
yang ada tidaklah dominan sama sekali, konsultan hanyalah memberikan pendapat 
(hukum), sebagaimana diminta kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan 
mengenai sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak meskipun ada 
kalahnya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk- 




Negosiasi adalah proses tawar menawar atau pembicara untuk mencapai suatu 
kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi diantara para pihak, negosiasi 
dilakukan baik karena ada sengketa para pihak maupun hanya belum ada kata 
sepakat disebabkan belum pernah dibicarakan hal tersebut. Negosiasi dilakukan 
negosiator mulai dari negosiasi yang paling sederhana dimana negosiator tersebut 
adalah para pihak yang berkepentingan sendiri, sampai kepada menyediakan 
negosiator khusus atau memakai lawyer sebagai negosiator.14  
Dari dua pengertian di atas dapat diketahui bahwa negosiasi merupakan suatu 
proses pembicaraan atau perundingan mengenai suatu hal tertentu untuk mencapai 
                                                             
14 Munir Fuady, Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Citra Aditya 






















suatu kompromi atau kesepakatan di antara para pihak yang melakukan negosiasi. 
Negosiasi, yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi 
(musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya 
diterima oleh para pihak tersebut. Jadi, negosiasi tampak sebagai suatu seni untuk 
mencapai kesepakatan dan bukan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari. Dalam 
praktik, negosiasi dilakukan karena dua alasan, yaitu:  
a. Untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, 
misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling 
memerlukan untuk menentukan harga (di sini tidak terjadi sengketa); dan  
b. Untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para 
pihak.  
Menurut Howard Raiffia, sebagaimana dikutip oleh Suyud Margono, ada 
beberapa tahapan negosiasi, yaitu : 
a. Tahap persiapan, dalam mempersiapkan perundingan, hal pertama yang 
dipersiapkan adalah apa yang dibutuhkan/diinginkan. Dengan kata lain, kenali 
dulu kepentingan sendiri sebelum mengenali kepentingan orang lain. Tahap ini 
sering diistilahkan know your self. Dalam tahap persiapan juga perlu ditelusuri 
berbagai alternatif lainnya apabila alternatif terbaik atau maksimal tidak 
tercapai atau disebut BATNA (best alternative to a negotiated agreement);  
b. Tahap tawaran awal (Opening Gambit), dalam tahap ini biasanya perunding 
mempersiapkan strategi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan 
siapakah yang harus terlebih dahulu menyampaikan tawaran. Apabila pihak 






















prepared), terdapat kemungkinan tawaran pembuka tersebut mempengaruhi 
persepsi tentang reservation price dari perunding lawan.  
c. Tahap Pemberian Konsesi (The Negotiated Dance), konsesi yang harus 
dikemukakan tergantung pada konteks negosiasi dan konsesi yang diberikan 
oleh perunding lawan. Dalam tahap ini seorang perunding harus dengan tepat 
melakukan kalkulasi tentang agresifitas serta harus bersikap manipulatif.  
d. Tahap Akhir (End Play), Tahap akhir permainan adalah pembuatan komitmen 
atau membatalkan komitmen yang telah dinyatakan sebelumnya.15 
Lebih lanjut Howard Raiffia menyatakan, agar suatu negosiasi dapat 
berlangsung secara efektif dan mencapai kesepakatan yang bersifat stabil, ada 
beberapa kondisi yang mempengaruhinya, yaitu:  
a. Pihak-pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran 
penuh (willingness);  
b. Pihak-pihak siap melakukan negosiasi (preparedness);  
c.  Mempunyai wewenang mengambil keputusan (authoritative);  
d.  Memiliki kekuatan yang relatif seimbang sehingga dapat menciptakan saling 
ketergantungan (relative equal bargaining power);  
e.  Mempunyai kemauan menyelesaikan masalah. 
 
 
                                                             
15 Suyud Margono, ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Ghalia 























Mediasi adalah salah satu alternative dalam menyelesaikan sengketa. Mediasi 
adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang 
tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk 
membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara 
memuaskan bagi kedua belah pihak. Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan 
sengketa tersebut dengan mediator. Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan 
untuk member putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi 
untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa 
tersebut. Pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator tersebut 
diharapkan dapat mengefektifkan proses negosiasi di antara para pihak yang 
bersengketa.16 
Mediasi dapat juga diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa 
dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan 
mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai 
penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Tetapi sebenarnya 
mediasi sulit didefinisikan karena pengertian tersebut sering digunakan oleh para 
pemakainya dengan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan mereka 
masing-masing. Misalnya, di beberapa negara, karena pemerintahnya 
menyediakan dana untuk lembaga mediasi bagi penyelesaian sengketa komersial, 
banyak lembaga lain menyebut dirinya sebagai lembaga mediasi. Jadi, disini 
                                                             






















mediasi sengaja dirancukan dengan istilah lainnya, misalnya konsiliasi, 
rekonsiliasi, konsultasi, atau bahkan arbitrase.  
Menurut Kovach, sebagaimana dikutip oleh Suyud Margono mediasi yaitu : 
“facilitated negotiation. It process by which a neutral third party, the mediator, 
assist disputing parties in reaching a mutually satisfaction solution”17 
Dari rumusan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa pengertian mediasi 
mengandung unsur-unsur sebagai berikut:  
a. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan;  
b. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam 
perundingan;  
c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari 
penyelesaian;  
d. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama 
perundingan berlangsung;  
Diharapkan dengan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dapat 
dicapai tujuan utama dari mediasi tersebut yakni :  
a. Membantu mencarikan jalan keluar/alternatif penyelesaian atas sengketa 
yang timbul diantara para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh 
para pihak yang bersengketa.  
                                                             






















b. Dengan demikian proses negosiasi sebagai proses yang forward looking dan 
bukan backward looking, yang hendak dicapai bukanlah mencari kebenaran 
dan/atau dasar hukum yang diterapkan namun lebih kepada penyelesaian 
masalah. “The goal is not truth finding or law imposing, but problem 
solving” 
Sebagai tambahan dari tujuan utama mediasi yang perlu juga dijadikan acuan 
mempertimbangkan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah :  
a. Melalui proses mediasi diharapkan dapat dicapai terjalinnya komunikasi 
yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa; 
b. Menjadikan para pihak yang bersengketa dapat mendengar, memahami 
alasan/penjelasan/argumentasi yang menjadi dasar/pertimbangan pihak 
yang lain; 
c. Dengan adanya pertemuan tatap muka, diharapkan dapat mengurangi rasa 
marah/bermusuhan antara pihak yang satu dengan yang lain; 
d. Memahami kekurangan/kelebihan/kekuatan masing-masing, dan hal ini 
diharapkan dapat mendekatkan cara pandang dari pihak-pihak yang 
bersengketa, menuju suatu kompromi yang dapat diterima para pihak. 
4. Konsiliasi 
Seperti halnya mediasi, konsiliasi (conciliation) juga merupakan suatu 
proses penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga 
yang netral dan tidak memihak. Biasanya konsiliasi mengacu pada suatu proses 






















penawaran penyelesaian antara para pihak tetapi perannya lebih sedikit dalam 
proses negosiasi dibandingkan seorang mediator. Seperti juga mediator, tugas dari 
konsiliator hanyalah sebagai pihak fasilitator untuk melakukan komunikasi di 
antara pihak sehingga dapat diketemukan solusi oleh para pihak sendiri. Dengan 
demikian pihak konsiliator hanya melakukan tindakan-tindakan seperti mengatur 
waktu dan tempat pertemuan para pihak, mengarahkan subyek pembicaraan, 
membawa pesan dari satu pihak kepada pihak lain jika pesan tersebut tidak 
mungkin disampaikan langsung atau tidak mau bertemu muka langsung, dan lain- 
lain.18 
5. Arbitrase 
Istilah arbitrase berasal dari kata “arbitrase” (bahasa latin), yang berarti 
kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. Apabila 
memperhatikan pengertian di atas nampak jelas bahwa lembaga arbitrase memang 
dimaksudkan menjadi suatu lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu 
perkara atau sengketa tetapi tidak mempergunakan suatu metode penyelesaian yang 
klasik, dalam hal ini lembaga peradilan. 
Meskipun arbitrase sudah ada dan dipraktekkan selama berabad-abad 
bahkan pertama kali diperkenalkan oleh masyarakat Yunani sebelum masehi, 
namun sampai sekarang definisi pasti mengenai apa itu arbitrase masih saja ditemui 
karena begitu banyaknya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tersebut tidak 
                                                             
18 Munir Fuady, Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Citra Aditya 






















sampai menghilangkan makna arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa 
melainkan justru memberikan konsep yang berbeda-beda mengenai arbitrase.  
Subekti menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan 
sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para 
pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang 
mereka pilih.  
B.  Teori Umum tentang Kewenangan 
Menurut kamus besar Bahasa kamus besar bahasa indonesia, kata 
wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan 
kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan 
melimpahkan tanggung jawab kepada orang / badan hukum lain.19 
Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum 
organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang 
berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan 
oleh subjek hukum public di dalam hubungan hukum publik.20 
Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan 
kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak 
berbuat.Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.21 Kewenangan adalah 
merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau 
                                                             
19 Kamal Hidjaz, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan 
Daerah di Indonesia, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 35. 
20 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 71. 























institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan  demikian kewenangan juga 
menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-
kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh 
pejabat atau institusi.Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian 
hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan 
kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai 
konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.22 
C.  Hak Pengelolaan 
 Pengaturan Hak Pengelolaan 
A.P. Parlindungan menyatakan bahwa istilah Hak Pengelolaan diambil dari 
bahasa belanda, yaitu Beheersrecht, yang diterjemahkan menjadi Hak 
Penguasaan.23 Maria S.W. Sumardjono juga sependapat dengan A.P. 
Parlindungan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 mengatur tentang 
Hak Penguasaan sebagai terjemahan dari Beheersrecht atas tanah-tanah negara.24 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah 
Negara mengatur Hak Penguasaan atas tanah negara yang dikuasai oleh para 
jawatan dan daerah swatantra. 
Istilah Hak Pengelolaan baru muncul pada saat penerbitan Peraturan 
Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang pelaksanaan Konversi Hak 
Penguasaan atas Tanah Negara dan Kebijaksanaan Selanjutnya. Munculnya 
istilah tersebut terdapat pada Pasa3l 2 Permenag No.9 / 1965 yaitu : 
                                                             
22 Ridwan HR, Op.Cit., hlm. 99. 
23A.P. Parlindungan, Hak Pengelolaan Menurut Sistem Undang-Undang Pokok Agraria, 
Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm.6. 
24Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, 






















“Jika tanah Negara sebagai dimaksud pasal 1, selain dipergunakan untuk 
kepentingan instansi-instansi itu sendiri, dimaksudkan juga untuk dapat 
diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga, maka hak penguasaan 
tersebut diatas dikonversi menjadi hak pengelolaan sebagai dimaksud 
dalam pasal 5 dan 6, yang berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan 
untuk keperluan itu oleh instansi yang bersangkutan”.25  
 
Dengan begitu, dapat diketahui bahwa Hak Pengelolaan lahir dari konversi Hak 
Penguasaan atas tanah-tanah negara yang diberikan kepada pihak ketiga. 
Hak Pengelolaan tidak lahir berdasarkan Undang-Undang maupun 
Peraturan Pemerintah, melainkan berdasarkan pada Peraturan Menteri tersebut di 
atas. Sehingga, sifat dari peraturan menteri tersebut berupa aturan kebijakan, 
bukan peraturan perundang-undangan. Menurut Boedi Harsono, Adanya Hak 
Pengelolaan dalam Hukum Tanah Nasional disebut di dalam UUPA, tetapi tersirat 
dalam pernyataan dalam Penjelasan Umum, bahwa:  
“Dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan di atas, Negara dapat 
memberikan tanah yang demikian (yang dimaksud adalah tanah yang tidak 
dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lain) kepada 
seseorang atau badan-badan dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan 
keperluannya, misalnya dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna 
bangunan, atau hak pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada 
suatu Badan Penguasa (Departemen, Jawatan, atau Daerah Swatantra) 
untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing (Pasal 2 
ayat 4)”26  
 
Namun, meskipun Hak Pengelolaan hanya diatur di Peraturan Menteri, 
tetapi kebijakan Hak Pengelolaan memiliki kekuatan hukum yang mengikat 
dalam hal pelakasanaannya baik bagi pemegang haknya yaitu departemen-
departemen, direktorat-direktorat, Pemerintah Daerah maupun bagi pihak lain 
yang sengaja menggunakan Hak Pengelolaan untuk kepentingan pihak tersebut. 
                                                             
25Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan 
atas Tanah Negara dan Kebijaksanaan Selanjutnya. 






















Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965, setiap 
pemegang hak pengelolaan wajib mendaftarkan haknya ke Kantor Pertanahan 
setempat. Di samping pasal tersebut, kewajiban mendaftarkan Hak Pengelolaan 
diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran 
Hak pakai dan Hak Pengelolaan. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 
menetapkan bahwa selain Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, 
maka harus pula didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah 
Nomor 10 Tahun 1961, yaitu : 
1. Semua Hak Pakai, termasuk yang diperoleh departemen-departemen, 
jawatan-jawatan, dan daerah-daerah swatantra sebagai dimaksud dalam 
Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965; 
2. Semua Hak Pengelolaan sebagai yang dimaksud dalam Peraturan Menteri 
Agraria No. 9 Tahun 1965.27 
Dalam perkembangannya, Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997 tentang Pendaftaran Tanah menetapkan bahwa Hak Pengelolaan termasuk 
objek pendaftaran tanah, selain Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna 
Bangunan, Hak Pakai, Tanah Wakaf, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Hak 
Tanggungan, dan tanah negara.28 Pendaftaran Hak Pengelolaan dibuktikan dengan 
surat tanda bukti hak berupa sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan 
Kabupaten / Kota. Yang dimaksud sertifikat menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yaitu :  
“Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah 
                                                             























wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-
masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”.29 
 
Selain peraturan yang telah disebutkan di atas, Hak Pengelolaan juga 
diatur dalam beberapa peraturan diantaranya adalah : 
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang 
Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah. Di sini, Hak 
Pengelolaan ikut diatur oleh Menteri Dalam Negeri terkait pemberian 
keputusan mengenai permohonan pemberian, perpanjangan / pembaruan, 
menerima pelepasan, izin pemindahan hak, serta pembatalan hak, hak 
penguasaan, dan izin membuka tanah yang kewenangannya tidak 
diberikan kepada gubernur / bupati / walikota / kepala kecamatan. 
Peraturan ini akhirnya tidak berlaku lagi oleh Peraturan Menteri Negara 
Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 
tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan 
Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Seiring berjalannya waktu, 
permenag tersebut juga tidak berlaku lagi lantaran adanya Peraturan 
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan 
Pendaftaran Tanah Tertentu. 
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah. 
Pada peraturan menteri ini, Hak Pengelolaan tidak diartikan atau tidak 
disamakan dengan hak menguasai negara, melainkan sejajar dengan Hak 
                                                             






















Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai. Selain itu, 
tata cara pemberian Hak Pengelolaan oleh Menteri Dalam Negeri juga 
diatur di dalam peraturan menteri ini. Pada tahun 1999, peraturan menteri 
ini tidak berlaku lagi karena digantikan dengan Peraturan Menteri Negara 
Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999. 
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang 
Ketentuan-ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk 
Kepentingan Perusahaan ini hanya mengatur Hak Pengelolaan untuk 
kepentingan perumahan (real estate) yang modalnya berasal dari 
Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah yang diberikan Hak Milik, Hak 
Guna Bangunan, dan Hak pakai berikut bangunan di atasnya bagi pelaku 
industri ataupun para pihak yang memerlukan atas usul perusahaan 
tersebut. 
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara 
Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-bagian 
Tanah Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya. Dalam peraturan ini, 
pemegang Hak Pengelolaan berhak memberikan hak lain di atas tanah 
yang sudah diberikan Hak Pengelolaan dengan beberapa hak atas tanah, 
yaitu Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, atau Hak Milik. Setelah 
dikeluarkannyaPeraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, maka peraturan menteri 
























 Subjek Hak Pengelolaan 
Pihak-pihak yang dapat memegang Hak Pengelolaan adalah subyek hukum 
Hak Pengelolaan. Subyek hukum merupakan segala hal yan dapat memiliki hak dan 
kewajiban dari hukum tersebut. Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dapat 
memperoleh hak dan kewajiban adalah manusia. Jadi, manusia oleh hukum diakui 
sebagai penyandang hak dan kewajiban yang diklasifikasikan menjadi dua macam 
subyek hukum yaitu : 
1. Orang 
Setiap Manusia tanpa kecuali, selama hidupnya adalah subjek 
hukum. Sejak dilahirkan manusia memperoleh hak dan kewajiban. 
Apabila meninggal, hak dan kewajibannya akan beralih pada ahli 
warisnya; 
2. Badan Hukum 
Manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum. Dalam lalu 
lintas hukum diperlukan sesuatu hal lain yang bukan manusia yang 
menjadi subyek hukum. Di samping orang dikenal juga subyek hukum 
yang bukan manusia yang disebut badan hukum. Badan hukum adalah 
organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu 
yang dapat menyandang hak dan kewajiban.30 
 Dalam Pasal 67 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 
memberikan kejelasan yang lebih rinci terkait subyek hukum Hak Pengelolaan 
dibandingkan dengan peraturan lain yang mengatur pula Hak Pengelolaan, baik 
yang sudah tidak berlaku maupun yang masih berlaku. Yang semula Hak 
                                                             























Pengelolaan hanya diberikan kepada departemen, direktorat, jawatan, daerah 
swatantra (Pemerintah Daerah), perusahaan pembangunan perumahan, dan real 
estate, Peraturan Menteri ini membuka kemungkinan badan hukum pemerintah lain 
dapat mempunyai Hak Pengelolaan yang ditetapkan oleh pemerintah, namun 
dengan syarat bahwa tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan 
tanah.  
 Sri Hajati menyatakan bahwa Hak Pengelolaan tidak dapat diberikan 
kepada individu atau perorangan, atau badan swasta, badan hukum pemerintah yang 
tugas pokok dan fungsinya tidak berhubungan dengan pengelolaan tanah.31 Hak 
Pengelolaan juga tidak diberikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI), Warga 
Negara Asing (WNA) yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum swasta 
dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), maupun 
Firma, yayasan, badan hukum asing yang memiliki perwakilan di Indonesia, badan 
keagamaan maupun sosial, perwakilan dari negara asing, maupun badan 
internasional. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk badan hukum, Hak 
Pengelolaan hanya dapat diberikan kepada badan hukum Pemerintah yang tugas 
pokok dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan tanah. Kesimpulannya adalah 
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 Kedudukan Hak Pengelolaan 
Terkait dengan kedudukan Hak Pengelolaan, hak tersebut menurut 
pandangan Hukum Tanah Nasional memiliki perbedaan pendapat menurut para 
ahli. Ada yang mengatakan bahwa Hak pengelolaan adalah termasuk hak 
menguasai negara atas tanah. Di sisi lain ada yang mengatakan bahwa Hak 
Pengelolaan termasuk hak atas tanah. 
Menurut pendapat dari Boedi Harsono, Hak Pengelolaan dalam sistematika 
hak-hak penguasaan atas tanah tidak dimasukkan dalam golongan hak-hak atas 
tanah. Pemegang Hak Pengelolaan memang mempunyai kewenangan untuk 
menggunakan tanah yang dihaki bagi keperluan usahanya. Tetapi itu bukan tujuan 
pemberian hak tersebut kepadanya. Tujuan utama adalah, bahwa tanah yang 
bersangkutan disediakan bagi penggunaan oleh pihak-pihak lain yang memerlukan. 
Sehubungan dengan itu Hak Pengelolaan pada hakikatnya bukan hak atas tanah, 
melainkan merupakan “gempilan” Hak menguasai negara.32 
Sependapat dengan Boedi Harsono, Maria S.W. Sumardjono juga 
menyatakan bahwa Hak Pengelolaan itu merupakan fungsi / kewenangan publik 
sebagaimana hak menguasai negara, dan tidak tepat disamakan dengan hak 
sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUPA karena hak atas tanah hanya menyangkut 
aspek keperdataan.33 Selain Boedi Harsono dan Maria S.W. Sumardjono, pendapat 
salah satu ahli bernama Gde Ariyuda berpendapat bahwa Pengertian Hak 
Pengelolaan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala 
Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 adalah hak menguasai negara yang 
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kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemeganganya, 
sehingga dengan demikian, Hak Pengelolaan adalah bukan hak atas tanah 
sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 16 UUPA.34 
Dalam hal kaitannya kedudukan Hak Pengelolaan merupakan hak atas tanah, 
pendapat ahli yaitu A.P. Parlindungan menyatakan bahwa Hak Pengelolaan adalah 
suatu hak atas tanah yang sama sekali tidak ada istilahnya dalam Undang-Undang 
Pokok Agraria, dan khusus hak ini demikian pula luasnya terdapat di luar ketentuan 
UUPA.35 Pendapat lain yang serupa dengan A.P. Parlindungan adalah Effendi 
Perangin. Beliau mengatakan bahwa Hak Pengelolaan termasuk hak atas tanah 
yang didaftarkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang 
Pendaftaran Tanah.36 
Jika kedudukan Hak Pengelolaan terdapat perbedaan pendapat dari segi para 
ahli, hal tersebut juga terjadi pada peraturan perundang-undangan yang terkait 
dengan Hak Pengelolaan. Adapun Perbedaan Kedudukan Hak Pengelolaan Atas 
Tanah Dalam Hukum Tanah Nasional adalah : 
1. Hak Pengelolaan merupakan Penguasaan Negara Atas Tanah. 
Dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2000, Pasal 1 
Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Pasal 1 Angka 4 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Pasal 1 Peraturan Pemerintah 
No. 112 Tahun 2000, Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2010, Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala 
                                                             
34Gde Ariyuda, Praktik Pemberian Hak Atas Tanah yang Berasal dari Tanah Hak 
Pengelolaan, Makalah Seminar, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 24 Juli 2004, 
hlm. 4. 
35A.P. Parlindungan, Op.Cit., hlm. 1. 
36Effendi Perangin, Hukum Agraria Indonesia Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, 






















Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1998, Pasal 1 Angka 3 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2011, Pasal 1 
Angka 3 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan 
Nasional No. 9 Tahun 1999, dan Pasal 1 huruf c Keputusan Menteri 
Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1997 
dinyatakan bahwa Hak Pengelolaan adalah hak menguasai negara atas 
tanah.37 
2. Hak Pengelolaan merupakan bagian dari Hak Atas Tanah 
Dalam peraturan perundang-undangan ditemukan bahwa Hak 
Pengelolaan disejajarkan dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna 
Bangunan, dan Hak Pakai yaitu : 
a. Pasal 17 Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 
Rumah susun dapat dibangun di atas tanah: a. hak milik; b. hak guna 
bangunan atau hak pakai atas tanah negara; dan c. hak guna 
bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan. 
b. Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 
Objek Pendaftaran Tanah meliputi : 
1. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan Hak Milik, Hak 
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai; 
2. Tanah Hak Pengelolaan; 
3. Tanah wakaf; 
4. Hak Milik atas satuan rumah susun; 
5. Hak Tanggungan; 
                                                             






















6. Tanah negara.38 
Diantara pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan, masing-
masing tidak adanya sinkronisasi terkait kedudukan Hak Pengelolaan. Menurut 
Urip Santoso, untuk mendapatkan jawaban mengenai kedudukan Hak Pengelolaan 
dalam Hukum Tanah Nasional dapat dianalisis melalui pengertian, sifat, dan 
wewenang Hak Pengelolaan dikaitkan dengan hak menguasai negara atas tanah dan 
hak atas tanah.39 
 
 Terjadinya Hak Pengelolaan 
Terjadinya Hak Pengelolaan menurut peraturan perundang-undangan terbagi 
menjadi dua, yaitu karena penegasan konversi dan pemberian hak. Adapun 
penjelasannya adalah sebagai berikut : 
a. Penegasan Konversi 
Konversi adalah penyesuaian hak-hak atas tanah yang pernah tunduk 
pada sistem hukum yang lama, yaitu hak-hak atas tanah menurut 
Burgerlijk Wetboek(BW) dan tanah-tanah yang tunduk pada hukum 
adatuntuk masuk dalam sistem hak-hak atas tanah menurut UUPA.40 Jadi 
maksudnya adalah Konversi merupakan perubahan hak-hak atas tanah dari 
Hukum Perdata Barat, Hukum Adat, dan daerah swapraja (sebelum 
berlakunya UUPA), menjadi hak-hak yang disesuaikan menurut UUPA. 
Dalam UUPA, konversi diatur dalam diktum kedua tentang ketentuan 
konversi. Mengenai hak atas tanah yang dikonversi adalah antara hak atas 
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39Ibid., hlm. 183. 






















tanah terdahulu dengan hak atas tanah yang berlaku saat ini, bukan antara 
hak penguasaan negara atas tanah dengan hak atas tanah. 
Berkaitan dengan Hak Pengelolaan yang ada karena Konversi, 
Menurut Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 menjelaskan bahwa 
Hak Pengelolaan pertama ada setelah berlakunya UUPA adalah berasal 
dari konversi tanah Hak Penguasaan atau dalam bahas Belanda dinamakan 
beheer, yaitu tanah yang selain digunakan untuk instansi pemerintah, 
departemen-departemen, direktorat-direktorat, tanah tersebut dapat 
diberikan kepada pihak ketiga yang membutuhkan. Menurut Pasal 9 
Peraturan Menteri tersebut memerintahkan departemen, direktorat, atau 
daerah swatantra untuk mendaftarkan tanah konversi tersebut ke Kantor 
Pertanahan setempat yang bersifat wajib, agar diubah menjadi Hak 
Pengelolaan. Hak Pengelolaan tersebut lahir apabila pemegang hak telah 
mendaftarkan Hak Penguasaan tanah negara itu dan terbitlah Sertifikat 
Hak Pengelolaan sebagai tanda bukti hak. Pendaftaran Hak Pengelolaan 
diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966. 
 
b. Pemberian Hak 
Selain berasal dari konversi, Hak Pengelolaan dapat diperoleh dari 
pemberian hak yang berasal dari tanah negara. Menurut Pasal 1 ayat (8) 
Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 9 Tahun 1999 memaparkan bahwa:  
“Pemberian hak atas tanah adalah penetapan Pemerintah  yang 
memberikan sesuatu hak atas tanah Negara, termasuk pemberian hak 























Asal tanah yang dimohonkan Hak Pengelolaan melalui permohonan 
pemberian hak adalah tanah negara.41 
Calon pemegang Hak Pengelolaan adalah subyek hukum Hak 
Pengelolaan yang tidak mempunyai hak penguasaan atas tanah negara 
sebelumnya dan berkeinginan mempunyai Hak Pengelolaan. Berdasarkan 
penjabaran di atas, tanah yang menjadi obyek Hak Pengelolaan adalah 
tanah negara. Artinya, tidak ada hak individual (hak-hak atas tanah) yang 
di atasnya. Apabila tanah tersebut terdapat hak atas tanah, maka hak atas 
tanah sebelumnya harus dilepaskan terlebih dahulu dengan pemberian 
ganti rugi oleh calon pemegang Hak Pengelolaan. Dengan begitu, hak atas 
tanah yang ada sebelumnya menjadi hapus dan tanah tersebut beralih 
menjadi tanah penguasaan negara. Barulah setelah tanah itu menjadi hak 
penguasaan negara, calon pemegang Hak Pengelolaan dapat melakukan 
permohonan hak atas tanah tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten / 
Kota setempat. 
 
 Wewenang Hak Pengelolaan 
Pemberian Hak Pengelolaan atas tanah tidak terlepas dari kewenangan yang 
diberikan kepada Pemegang Hak Pengelolaan. Dalam berbagai peraturan 
perundang-undangan yaitu, Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2000, 
dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 112 Tahun 2000 menjelaskan kewenangan 
pemegang Hak Pengelolaan adalah : 
1. Merencanakan Peruntukan dan Penggunaan Tanah; 
                                                             






















Artinya, perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah harus 
disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  daerah 
setempat sesuai Peraturan Daerah masing-masing Provinsi dan 
Kabupaten / Kota. 
2. Menggunakan Tanah untuk Keperluan Pelaksanaan Tugasnya 
Pemegang Hak Pengeolaan berhak menggunakan tanahnya 
untuk keperluan tugas-tugasnya, seperti : pembangunan perumahan, 
pembangunan kantor, pembangunan pabrik, ruko, pembangunan 
kawasan perindustrian dan perdagangan, dan lain sebagainya. 
3. Menyerahkan bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan kepada pihak 
ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga. 
Terkait pemberian kepada pihak ketiga, Pasal 44 UUPA menyatakan bahwa 
tanah yang dapat disewakan oleh pemegang haknya kepada pihak lain hanyalah 
Hak Milik, yang dikenal dengan Hak Sewa Untuk Bangunan (HSUB). Hak-hak atas 
tanah yang dapat diberikan kepada pihak ketiga dan berasal dari Hak Pengelolaan 
adalah : 
1. Dapat diberikan dalam bentuk hak pakai selama jangka waktu 6 (enam) 
tahun (Menurut Permenag No. 9 Tahun 1965) 
2. Dapat diberikan dalam bentuk Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna 
Bangunan, atau Hak Pakai untuk tanah Hak Pengelolaan yang dikuasai 
oleh Perusahaan Pembangunan (Menurut Pasal 5 Ayat (7) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1974) 
3. Dapat diberikan dalam bentuk Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai 






















estate(Menurut Pasal 6 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 
5 Tahun 1974). 
Terhadap pihak ketiga yang ingin menguasai tanah Hak Pengelolaan, terlebih 
dahulu harus membuat perjanjian penggunaan tanah antara pemegang Hak 
Pengeolaan dengan pihak ketiga. Sesuai pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri 
Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 menyatakan 
bahwa “Dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah Hak Pengelolaan, 
pemohon harus terlebih dahulu memperoleh penunjukan berupa perjanjian 
penggunaan tanah dari pemegang Hak Pengelolaan”. 
Apabila telah dibuatnya perjanjian penggunaan tanah antara kedua belah 
pihak, maka timbulah hubungan hukum antara keduanya. Menurut Maria S.W. 
Sumardjono, hubungan hukum yang menjadi dasar pemberian hak atas tanah oleh 
pemegang Hak Pengelolaan kepada pihak ketiga dinyatakan dalam Surat Perjanjian 
Penggunaan Tanah (SPPT).42 Jika telah dibuatnya perjanjian penggunaan tanah 
tersebut, maka timbulah hak dan kewajiban para pihak. 
 Meskipun antara pemegang Hak pengelolaan dengan pihak ketiga telah 
membuat perjanjian penggunaan tanah, tanah tersebut belum melahirkan Hak Guna 
Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan. Pihak ketiga yang menjadi 
calon pemegang Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai harus mengajukan 
permohonan pemberian Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Hak 
Pengelolaan ke Kepala Kantor Pertanahan setempat. Pemberian Hak Guna 
Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan memiliki jangka waktu 
tertentu. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, jangka waktu pemberian 
                                                             






















Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan adalah 30 tahun untuk pertama 
kali, dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun, serta hak tersebut dapat 
diperbarui paling lama 30 tahun. Untuk pemberian Hak Pakai di atas tanah Hak 
Pengelolaan, jangka waktunya paling lama 25 tahun untuk pertama kali, dan dapat 
diperpanjang paling lama 20 tahun, serta hak tersebut dapat diperbarui paling lama 
25 tahun. Dalam melakukan perpanjangan, harus mendapat persetujuan dari 
pemegang Hak Pengelolaan. 
Selain berwenang menyerahkan Hak Pengelolaan kepada pihak ketiga dalam 
bentuk pemberian Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai, pemegang Hak 
Pengelolaan berwenang menyerahkan tanahnya kepada pihak ketiga dengan 
diberikan Hak Milik. Artinya, terlepaslah hubungan hukum antara pemegang Hak 
Pengelolaan dengan pihak ketiga. Penyerahan tanah Hak Pengelolaan kepada pihak 
ketiga untuk diberikan Hak Milik tidak dengan cara pembuatan perjanjian 
penggunaan tanah, melainkan dengan pelepasan atau penyerahan Hak Pengelolaan 
oleh pemegang haknya. 
Maksud dari pelepasan atau penyerahan Hak Pengelolaan adalah perbuatan 
melepaskan hubungan hukum antara kedua belah pihak dengan atau tanpa ganti 
rugi berdasarkan musyawarah mufakat. Dengan pelepasan atau penyerahan Hak 
Pengelolaan kepada pihak ketiga, bukan berarti Hak Pengelolaan menjadi beralih, 
namun Hak Pengelolaan menjadi hapus karena telah menjadi Hak Milik atas nama 
pihak ketiga. Selain itu tanah tersebut dapat beralih kepada ahli waris karena 























Kalau tanah Hak Pengelolaan tersebut dikuasai oleh pemerintah 
kabupaten/kota, maka pelepasan atau penyerahan tanah Hak Pengelolaan tersebut 
harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten / Kota karena tanah Hak Pengelolaan tersebut 
















                                                             
























A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian 
empiris. Jenis penelitian empiris yaitu meneliti yang pada awalnya adalah data 
sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan.44 
Permasalahan yang akan diteliti oleh penulis adalah mengenai tindakan hukum 
pemerintah terhadap penduduk yang telah memakai tanah sebelum terbitnya Hak 
Pengelolaan. 
 
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis 
sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan 
menemukan fakta melalui data yang didapatkan melalui responden yang kemudian 
dilakukan pengolahan data sehingga menjadi hasil mutakhir dari penelitian.45 Kata 
yuridis artinya menggunakan norma-norma hukum yang bersifat menjelaskan 
dengan cara meneliti dan membahas peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat 
ini.46 Pada penelitian ini, penulis berfokus pada Keputusan Menteri Negara Agraria 
/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 53/HPL/BPN/1997 tentang Pemberian Hak 
Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. 
                                                             
44 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 16. 
45 Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, Perihal Penelitian Hukum, Alumni, Bandung, 
1979, hlm.65. 























Secara sosiologis yaitu mengkaji keadaan-keadaan yang ada di lapangan untuk 
melihat kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang ada. 
 
C. Lokasi Penelitian 
Penulis memilih lokasi penelitian di Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 
Kota Surabaya. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena Dinas Pengelolaan 
Bangunan dan Tanah Kota Surabaya merupakan dinas yang mengetahui seluk-
beluk dari kepemilikan hak pengelolaan tanah atas nama Pemerintah Kota 
Surabaya. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian di salah satu rumah 
penduduk yang berlokasi di Jalan Manyar, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan 
Gubeng yang mana penduduk tersebut menempati tanah berdasarkan “Surat Ijo” 
yang dikeluarkan Pemerintah Kota Surabaya sebelum Pemerintah Kota Surabaya 
mengajukan permohonan Hak Pengelolaan ke Badan Pertanahan Nasional. 
 
D. Jenis dan Sumber Data 
a. Jenis Data 
1. Data Primer 
Data primer yang penulis dapatkan dari penelitian ini adalah hasil wawancara 
dengan dua pegawai di Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah serta satu 
penduduk yang terkait dengan penelitian ini.  
2. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan tambahan atau pelengkap untuk data primer yang 























beberapa literatur yang terkait dengan penelitian tersebut, serta beberapa dokumen 
yang terkait dengan topik yang ada dalam penelitian ini. 
b. Sumber Data 
Data yang digunakan untuk penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan 
berupa kumpulan informasi dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, 
internet, dan beberapa dokumen lainnya yang terkait dengan penelitian ini. 
 
E. Teknik Memperoleh Data 
a. Data Primer 
1. Interview (Wawancara) 
Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan 
penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan si 
penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan 
wawancara).47 
Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara / interview dengan dua 
orang staff di Kantor Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya serta 
melakukan wawancara dengan salah satu penduduk yang terkait dengan penelitian 
ini yang bertempat tinggal di Jalan Manyar, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan 
Gubeng, Kota Surabaya. 
2. Dokumentasi 
                                                             























Pencarian data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat 
kabar, majalah, artikel, agenda, arsip-arsip perusahaan yang dipublikasikan maupun 
tidak dipublikasikan dan lainnya yang relevan dengan masalah penelitian.48 
Studi dokumentasi yang memperkuat penelitian ini berupa data pelengkap dan 
pendukung yang terdapat di Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota 
Surabaya berupa buku profil Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah tahun 2016 
dan data yang dimiliki oleh salah satu penduduk yang terkait dengan topik 
permasalahan ini. 
b. Data Sekunder 
Data yang didapat dari data sekunder ini bersumber dari studi kepustakaan, 
yaitu dengan mengumpulkan berbagai macam informasi, beberapa literatur terkait, 
peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain, internet, dan beberapa 
data pelengkap yang terkait dengan penelitian ini. 
  
F. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi dalam metode penelitian digunakan untuk menyebutkan serumpunan 
atau sekelompok objek yang menjadi masalah sasaran penelitian.49 Populasi yang 
akan diteliti oleh penulis adalah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah serta 
penduduk yang terkait dalam permasalahan ini. 
b. Sampel 
                                                             
48Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 
2006, hlm.231. 
49Mashyuri dan Zainuddin, Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif, PT. 























Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau 
yang menjadi objek penelitian.50 Sampel dalam penelitian ini diambil berdasarkan 
kesesuaian dari tujuan penelitian ini, yaitu Ibu Dini Dwiyanti, S.H., M.Kn. dan 
Bapak Hendra Wijaya, S.H. yang merupakan staff di Bidang Pendataan dan 
Pemanfaatan Tanah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya serta 
Bapak Edy Triyoso yang merupakan penduduk di Jalan Manyar, Kelurahan Barata 
Jaya, Kota Surabaya. Rumah tersebut dibangun di atas tanah yang terkait dengan 
masalah dalam penelitian ini. 
 
G. Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini, teknik menganalisis data dilakukan dengan 
cara deskriptif analitif, yaitu menganalisis data dengan cara menguraikan, 
menganalogi, serta memberikan argumentasi yang logis dan rasional untuk 
mendapatkan suatu kesimpulan yang tepat, tidak menganalisis dengan cara statistik. 
 
H.  Definisi Operasional 
1. Tindakan hukum Pemerintah merupakan tindakan yang dilakukan oleh Badan 
atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka melaksanakan urusan 
pemerintahan. Tindakan hukum pemerintah itu ada dua macam yaitu publik 
dan privat. Tindakan Hukum Publik menurut Bellefroid adalah hukum yang 
mengatur cara badan-badan negara menjalankan tugasnya dan mengatur pula 
hubungan hukum yang diadakan negara sebagai pemerintah dengan para 
individu atau yang diadakan antara maasing-masing badan negara 
                                                             























itu. Sedangkan tindakan Hukum Privat menurut Bellefroid adalah hukum yang 
mengatur tata tertib masyarakat mengenai keluarga dan kekayaan para individu 
dan mengatur pula hubungan-hubungan yang diadakan antara para individu 
dan mengatur pula hubungan-hubungan yang diadakan antara para individu 
satu dengan yang lain, antara individu dengan badan negara bilamana badan 
hukum turut serta dalam pergaulan hukum seolah-olah sebagai individu.51 
2. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat 
tinggal di Indonesia (Menurut Pasal 26 Ayat 2 UUD NRI 1945).52 Jadi, 
penduduk bisa dikatakan sebagai sekelompok masyarakat yang sudah 
memenuhi syarat kependudukan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh negara, 
baik warga negara Indonesia maupun Warga Negara Asing. 
3. Izin Pemakaian Tanah adalah suatu izin yang diberikan oleh Pemerintah Kota 
Surabaya terhadap pihak ketiga untuk menggunakan tanah yang sudah ada 
penguasaan atas nama negara (tanah penguasaan negara) yang dikelola oleh 
Pemerintah Kota Surabaya. 
4. Hak Pengelolaan menurut Penjelasan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 
tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (UU BPHTB) adalah : 
“hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian 
dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain berupa perencanaan 
peruntukandan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan 
pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada 
pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga”. 
 
5. Kota Surabaya menurut wikipedia adalah “ibu kota Provinsi Jawa Timur, 
Indonesia sekaligus kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Surabaya 
                                                             
51 Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 106-108. 























merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota ini terletak 
796 km sebelah timur Jakarta, atau 415 km sebelah barat laut Denpasar, Bali. 
Surabaya terletak di Pantai Utara Pulau Jawa  bagian timur dan berhadapan 






















BAB IV  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Gambaran Umum Kota Surabaya 
Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur, Indonesia, sekaligus kota 
metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Surabaya merupakan kota terbesar 
kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota ini terletak 796 km sebelah timur Jakarta, 
atau 415 km sebelah barat laut Denpasar, Bali. Surabaya memiliki luas sekitar 
350,54 km² dengan penduduknya berjumlah 2.892.200 jiwa (2018). Surabaya 
terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan karena sejarahnya yang sangat 
diperhitungkan dalam perjuangan Arek-Arek Suroboyo (Pemuda-pemuda 
Surabaya) dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari serangan 
penjajah. Surabaya juga sempat menjadi kota terbesar di Hindia Belanda dan 
menjadi pusat niaga di Nusantara yang sejajar dengan Hong Kong dan Shanghai 
pada masanya.53 
2. Gambaran Umum Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota 
Surabaya 
a.  Sejarah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya 
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, yang selanjutnya 
disingkat DPBT adalah bukan merupakan Dinas baru di lingkungan 
Kota Surabaya. 
                                                             























Walaupun nama DPBT baru ditetapkan pada tahun 2008, namun secara 
historis keberadaan instansi yang mengelola tanah aset dan bangunan 
aset Pemerintah sudah ada sejak terbentuknya kota besar / kota Praja 
Surabaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi 
Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa 
Jogjakarta. DPBT merupakan bagian dari sejarah kota besar Surabaya 
dan merupakan kekhasan yang tidak terdapat di daerah lain mengingat 
di Surabaya begitu banyak tanah dan bangunan yang menjadi aset dari 
Pemerintah Kota Surabaya dengan berbagai latar belakang perolehan 
yang beranekaragam.54 
b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 
Kota Surabaya 
1. Dinas 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Surabaya dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2016 
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota 
Surabaya, Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah mempunyai 
tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah Bidang : 
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1. Pertanahan ; 
2. Pekerjaan Umum ; 
3. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi 
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan 
Persandian; 
4. dan tugas pembantuan lainnya; 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah mempunyai fungsi : 
1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya ; 
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 
tugasnya ; 
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; 
dan 
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan 
tugas dan fungsinya.55 
 
2. Sekretariat 
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di 
bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan 
rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan 
kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan 
                                                             























dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan 
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
Rincian tugas Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran 
dan perundang-undangan; 
2. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan 
administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi; 
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian; 
4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan; 
5. Pelaksanaan penatausahaan barang milik Daerah 
6. Pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat, 
dan protokol; 
7. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan; 
8. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; 
9. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan; 
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan 
tugas; 
11. Pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja sekretariat yang 
tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; 
12. Pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang 























13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
tugas dan fungsinya.56 
Bagan struktur organisasi Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 
Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Surabaya dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2016 
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.57 
3. Bidang Pengadaan dan Pengamanan 
Bidang Pengadaan dan Pengamanan mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengadaan dan pengamanan 
yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk 
teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan 
instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan 
evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan 
oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
Rincian tugas Bidang Pengadaan dan Pengamanan mempunyai 
fungsi sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi 
sesuai bidangnya; 
2. Pelaksanaan pengamanan tanah, rumah dan/atau bangunan; 
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3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap indikator 
kinerja pengadaan tanah dan/atau bangunan serta pengamanan aset 
terkait dengan capaian dan target yang tertuang dalam dokumen 
perencanaan strategis SKPD / kota; 
4. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di 
bidang pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum, 
selain infrastruktur dan pengamanan tanah, rumah dan bangunan; 
5. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pengadaan tanah 
dan/atau bangunan untuk kepentingan umum, selain infrastruktur dan 
pengamanan tanah, rumah dan/atau bangunan; 
6. Pelaksanaan proses pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk 
kepentingan umum, selain infrastruktur dan pengamanan tanah, rumah 
dan/atau bangunan; 
7. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain 
sesuai bidangnya; 
8. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sesuai bidangnya; dan 
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.58 
 
4. Bidang Pemanfaatan Bangunan 
Bidang Pemanfaatan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Dinas di bidang pemanfaatan bangunan yang meliputi 
menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, 
                                                             























melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, 
melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan 
pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
Rincian tugas Bidang Pemanfaatan Bangunan mempunyai fungsi sebagai 
berikut : 
1. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi 
sesuai bidangnya; 
2. Pengelolaan rumah dan bangunan yang menjadi kewenangan 
Pemerintah Daerah, selain rumah dan bangunan yang dikelola oleh 
SKPD; 
3. Penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan pengelolaan 
rumah dan bangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; 
4. Pelaksanaan pengawasan, pengelolaan dan pemeliharaan ringan 
terhadap rumah dan bangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah 
Daerah; 
5. Perumusan harga sewa rumah dan bangunan; 
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap indikator 
kinerja pengelolaan aset serta pemenuhan kebutuhan rumah susun 
sederhana sewa terkait dengan capaian dan target yang tertuang dalam 
dokumen perencanaan strategis SKPD / kota; 
























8. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis sesuai bidangnya; 
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi 
lain di bidang pemanfaatan dan pengawasan rumah dan bangunan 
aset; 
10. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pemanfaatan dan 
pengawasan rumah dan bangunan aset; dan 
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.59 
 
5. Bidang Pendataan dan Pemanfaatan Tanah 
Bidang Pendataan dan Pemanfaatan Tanah mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pendataan dan pemanfaatan 
tanah yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan 
petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga 
dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, 
melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain 
yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
Rincian tugas Bidang Pemanfaatan Tanah mempunyai fungsi sebagai 
berikut : 
A. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi 
sesuai bidangnya; 
B. Pemrosesan teknis pemanfataan tanah sesuai Bidangnya; 
                                                             























C. Pelaksanaan pengelolaan tanah; 
D. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi lain dalam rangka 
pelaksanaan pemanfaatan dan penataan tanah, serta pengukuran dan 
pemetaan tanah; 
E. Pelaksanaan perhitungan retribusi pemakaian tanah; 
F. Pelaksanaan identifikasi pendataan, penyusunan database, pengukuran, 
pemetaan tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; 
G. Pelaksanaan penataan dan pendataan tanah; 
H. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sesuai bidangnya; 
I. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap indikator 
kinerja pencatatan pemanfaatan tanah terkait dengan capaian dan target 
yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis SKPD / kota; 
J. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis sesuai bidangnya; 
K. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis sesuai bidangnya; 
L. Pelaksanaan pelepasan tanah yang menjadi objek Izin Pemakaian 
Tanah; 
M. Pelaksanaan koordinasi penataan tanah; dan 
N. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.60 
 
6. Bidang Pengendalian 
Bidang Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas Dinas di bidang pengendalian yang meliputi menyusun dan 
                                                             























melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan 
koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan 
pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan 
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
Rincian tugas Bidang Pengendalian mempunyai fungsi sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan / non perizinan / 
rekomendasi sesuai bidangnya; 
2. Penanganan sengketa tanah dan bangunan, baik litigasi maupun non 
litigasi; 
3. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain dalam upaya penanganan 
sengketa tanah dan bangunan; 
4. Pelaksanaan fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa 
dengan objek sengketa berupa tanah dan bangunan; 
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap indikator 
kinerja penanganan masalah tanah dan/atau bangunan terkait dengan 
capaian dan target yang tertuang dalam dokumen perencanaan 
strategis SKPD / kota; 
6. Pelaksanaan penyuluhan tentang tanah dan bangunan; 
7. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di 
bidang pengendalian; 























9. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi 
lain sesuai bidangnya; 
10. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sesuai bidangnya; dan 
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.61 
 
c. Tujuan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya 
Adapun tujuan dari DPBT adalah pernyataan-pernyataan tentang 
hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, 
memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang 
dihadapi. Adapun tujuan jangka menengah Dinas Pengelolaan Bangunan 
dan Tanah (kurun waktu 5 tahun ke depam dari tahun 2016 sampai 2021) 
adalah : 
1. Mewujudkan penyediaan tanah dan / atau bangunan untuk 
pembangunan bagi kepentingan umum; 
2. Meningkatkan pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan / 
atau bangunan; 
3. Meningkatkan penyediaan dan / atau pengelolaan perumahan 
layak huni; 
4. Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang 
baik.62 
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B. Keabsahan Tindakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Memberikan Izin 
Pemakaian Tanah Kepada Penduduk Sebelum Pemerintah Kota Surabaya 
Mengajukan Permohonan Hak Pengelolaan Ke Badan Pertanahan Nasional 
Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini adalah Dinas Pengelolaan Bangunan 
dan Tanah (DPBT) mengelola tanah aset dan tanah penguasaan Pemerintah Kota 























atau perolehan lain yang sah, serta mengelola tanah-tanah peninggalan Pemerintah 
Kota Praja pada zaman Belanda yang terdiri dari :63 
a. Tanah Eigendom Gemeente de Sorebaja 
Eigendom merupakan salah satu hak kebendaan yang dikenal pada 
zaman kolonial Belanda. Eigendom setara dengan hak milik yang diakui oleh 
UUPA saat ini. Pemberian Eigendom pada zaman kolonial diberikan kepada 
perorangan / badan hokum swasta dan juga pemerintah / penguasa pada saat 
itu. Eigendom yang diberikan kepada pemerintah kota praja setempat inilah 
yang disebut Eigendom Gemeente.64 
b. Tanah Besluit 
Tanah Besluit pada dasarnya adalah tanah yang dibeli Pemerintah 
Kolonial Belanda dari masyarakat setempat. Pembelian tanah tersebut oleh 
pemerintah kolonial tersebut dituangkan dalam sebuah surat keputusan yang 
dalam Bahasa Belandanya disebut Besluit.65 
 
c. Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Memberikan Ganti Rugi 
(pembebasan) 
Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka menjalankan tugas dan 
fungsinya sebagai pelayan masyarakat yaitu menyediakan fasilitas umum 
seringkali membutuhkan tanah. Dalam rangka memenuhi tujuan tersebut 
Pemerintah Kota Surabaya acapkali melakukan pengadaan dengan cara 
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memberikan ganti rugi kepada orang / badan hokum yang melepaskan 
tanahnya kepada Pemerintah Kota Surabaya.66 
 
d. Bekas Tanah Kas Desa yang Berubah Menjadi Kelurahan 
Bekas Tanah Kas Desa seperti tanah ganjaran atau bengkok dan tanah 
bondo deso menjadi Tanah aset Pemerintah Kota Surabaya disebabkan 
adanya ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan 
Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 yang 
kemudian diatur lebih lanjut terakhir kali dengan Pasal 11 Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa dalam hal Desa 
berubah status menjadi Kelurahan maka segala harta kekayaan dari bekas 
desa tersebut menjadi aset dari Pemerintah Kabupaten / Kota di bekas desa 
tersebut berada.67 
e. Penguasaan atas Tanah-Tanah ex-Perusahaan Milik Asing dan 
Penguasaan atas Dasar Hubungan Hukum antara Pemerintah Kota 
Surabaya dan Pihak Lain 
Bahwa terdapat tanah yang pernah dimiliki oleh ex-perusahaan asing 
pada zaman pemerintahan kolonial Belanda yang penguasaannya telah 
diserahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya, maka berdasarkan ketentuan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-
Tanah Negara, tanah tersebut merupakan tanah aset Pemerintah Kota 
Surabaya.68 


























f. Hibah dari Pihak Ketiga 
Pengembang baik perusahaan properti perumahan, perdagangan, dan 
industri wajib menyediakan tanah untuk fasilitas umum yang dikemudian hari 
tanah tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk 
dikelola.69 
Selain pemberian hibah dari perusahaan properti, dalam rangka 
pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Pemerintah Pusat atau Provinsi 
kepada Pemerintah Kota Surabaya seringkali diikuti dengan pelimpahan tanah 
aset dari Pemerintah Pusat / Provinsi ke Pemerintah Kota.70 
 
Sebelum Pemerintah Kota Surabaya mengajukan Hak Pengelolaan (HPL) 
pada tahun 1997, Pemerintah Kota Surabaya sudah mengelola tanah-tanah 
pemberian Pemerintah Kolonial Belanda dan dari faktor-faktor lain seperti 
disebutkan di atas untuk penggunaan fasilitas umum di Kota Surabaya. Selain 
penggunaan fasilitas umum, Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan kepada 
pihak ketiga berupa Izin Pemakaian Tanah (IPT) kepada masyarakat yang 
membutuhkan tanah baik untuk tempat tinggal, usaha, maupun penggarapan.71 
Tanah-tanah tersebut berubah status menjadi tanah negara karena 
berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang 
Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal 
Konversi Hak-Hak Barat, yang menyatakan bahwa : 
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“Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal konversi 
hak Barat, jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 
24 September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1960, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan 
menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.”72 
 
Apabila sudah menjadi tanah negara, Pemerintah Kota Surabaya tidak 
berhak atas pemberian Izin Pemakaian Tanah kepada masyarakat lantaran tanah-
tanah tersebut belum diajukan permohonan hak terlebih dahulu. Secara logika, 
subyek hukum tidak mungkin memberikan izin pemakaian tanah kepada pihak lain 
di atas tanah yang bukan atau belum dipastikan benar-benar haknya.  
Hal ini tertuang dalam pengertian tanah yang terdapat pada Pasal 4 ayat (1) 
UUPA yang menyatakan bahwa : 
“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 
2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut 
tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik 
sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan 
hukum.” 
Selain pada ayat (1), Pasal 4 juga mengatur lebih jelas terkait kewenangan 
subyek hukum yang sudah mempunyai hak atas tanah, yaitu terdapat pada ayat (2) 
yang menyatakan bahwa : 
“Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi 
wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula 
tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk 
kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu 
dalam  batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan 
hukum lain yang lebih tinggi” 
Dapat disimpulkan bahwa secara hukum pemberian izin pemakaian tanah 
Pemerintah Kota Surabaya kepada masyarakat sebelum terbitnya Hak Pengelolaan 
tanah atas nama Pemerintah Kota Surabaya adalah tidak sah sebelum tanah negara 
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itu dimohonkan hak oleh Pemerintah Kota Surabaya menjadi Hak Pengelolaan ke 
Badan Pertanahan Nasional. Alhasil, Pemerintah Kota Surabaya tidak berhak atas 
tanah-tanah itu terlebih untuk pemberian izin pemakaian tanah kepada masyarakat. 
Selain itu, berdasarkan jurnal dari Sukaryanto yang berjudul “Gerakan 
Pembebasan Tanah Surat Ijo Di Surabaya”, penelitian yang dilakukan oleh tim 
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta, Binsar Simbolon, dkk. 
“Surat Hijau di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur”. Di dalam Laporan 
Penelitian itu, disoroti masalah tanah surat ijo di Surabaya dari dua sudut pandang, 
yakni hukum dan sosial.  Di dalam analisis hukum dinyatakan bahwa Pemkot 
Surabaya dan DPRD Kota Surabaya telah memberlakukan surat Izin Pemakaian 
Tanah (IPT) kepada warga yang tinggal di atas tanah negara. Berdasarkan amatan 
mereka (yang dimaksud adalah Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta), 
Pemerintah Kota Surabaya telah memberlakukan kembali asas domeinverklaring 
dan sistem sewa tanah, yang sebetulnya sudah tidak boleh diberlakukan lagi di 
Indonesia pada era kemerdekaan.73 
Tulisan Ratna Djuita dan Indriayati, peneliti BPN Pusat, dalam Jurnal 
Pertanahan No. 1 Tahun 2011 yang diterbitkan BPN-RI yang menyatakan bahwa 
pemberlakuan surat IPT merupakan satu bentuk varian pemanfaatan tanah negara 
oleh pemerintah daerah. Kedua peneliti itu menegaskan bahwa keberadaan surat 
IPT bisa menimbulkan persepsi adanya “Negara di dalam Negara”.74 Status IPT 
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merupakan status buatan Pemerintah Kota Surabaya dan tidak dikenal dalam 
UUPA, dan oleh karena itu ada peluang timbulnya anggapan sebagai hal yang 
illegal, yang selanjutnya bisa menimbulkan keadilan sosial yang bisa menimbulkan 
disharmoni sosial.75 
 
C. Tindakan Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Penduduk yang Telah 
Memakai Tanah Sebelum Terbitnya Hak Pengelolaan Tanah Atas Nama 
Pemerintah Kota Surabaya 
Seperti yang telah diketahui menurut hasil wawancara dengan staff di Dinas 
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya bahwa tanah-tanah yang menjadi 
aset Pemerintah Kota Surabaya berasal dari warisan Pemerintah Kolonial Belanda. 
Tanah-tanah itu digunakan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk penggunaan yang 
menjadi fasilitas umum dan digunakan untuk pembangunan-pembangunan yang 
menunjang kinerja Pemerintah Kota. 
Tanah peninggalan pemerintah Belanda sebagaimana tersebut di atas menjadi 
tanah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya disebabkan adanya ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan ketentuan Passal 5 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam 
lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah 
Istimewa Jogjakarta disebutkan bahwa76 : 
“Segala milik baik berupa barang tetap maupun berupa tidak tetap dan 
perusahaan-perusahaan kota-kota besar tersebut dalam pasal 1 sebelum 
dibentuknya menurut undang-undang ini menjadi milik kota-kota Besar 
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tersebut dalam pasal 1, yang selanjutnya dapat menyerahkan sesuatunya 
kepada daerah-daerah di bawahnya.”77 
 
Berdasarkan peraturan itu, maka Pemerintah Kota Surabaya mengelolanya. 
Salah satunya adalah dengan memberikan izin pemakaian tanah aset Pemerintah 
Kota Surabaya kepada masyarakat atau pihak ketiga. Pihak ketiga di sini adalah 
merujuk pada badan hukum. Jadi, tidak hanya masyarakat saja yang berhak atas 
pemakaian tanah, tetapi badan hukum pun berhak atas pemakaian tanah-tanah itu.78 
Masyarakat yang diberikan izin untuk memakai tanah Pemerintah Kota 
Surabaya itu diberikan suatu bukti hukum secara fisik berupa Surat Izin Pemakaian 
Tanah, atau yang pada saat itu lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan “Surat 
Ijo”. Dikatakan “Surat Ijo” lantaran surat tersebut berwarna hijau. Penerapan izin 
pemakaian tanah ini hanya menjadi produk hukum yang berasal dari Kota 
Surabaya. Untuk kota-kota lain tidak ada yang menerapkan suatu izin pemakaian 
tanah.79 
Tindakan Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan produk hukum berupa 
Izin Pemakaian Tanah (IPT) selain berdasarkan tanah warisan kolonial Belanda 
juga berawal dari fenomena perebutan tanah pada era awal kemerdekaan, kemudian 
berkembang menjadi persoalan permukiman yang hingga kini tetap menjadi tema 
sentral. Tepatnya sejak tahun 1950, pasca pengakuan kedaulatan 27 Desember 
                                                             
77 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pmbentukan Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa 
Jogjakarta. 
78 Hasil wawancara dengan staff Bidang Pendataan dan Pemanfaatan Tanah di Dinas Pengelolaan 

























1949, permasalahan permukiman menjadi utama sebagai akibat adanya banyak 
pendatang dari luar Surabaya yang masuk ke kota Surabaya. Akibat banyaknya 
pendatang yang tidak terkontrol, maka terjadilah perebutan tanah untuk tempat 
tinggal, hingga terjadi pendudukan liar (wilde occupatie) di atas tanah-tanah kosong 
yang tidak ditanami atau tidak diolah.80  
Di antara para pendatang itu, juga terdapat banyak warga kota Surabaya 
(asli) yang pulang dari pengungsian/perang semasa revolusi fisik. Sebagian di 
antara mereka yang kembali dengan senang karena menemukan rumah tempat 
tinggalnya masih seperti sediakala sebelum perang. Namun, sebagian yang lain 
sangat kecewa, karena tempat tinggal mereka sudah hancur, rata dengan tanah. Ada 
sebagian yang lain, rumahnya masih utuh namun sudah diduduki warga lain. 
Sebagai akibatnya terjadilah konflik/sengketa, bahkan terjadi pertengkaran antara 
pemilik tanah dan pihak yang menduduki. Banyak di antara mereka (pemilik tanah) 
yang tidak bisa menemukan kembali tempat tinggalnya itu mendirikan rumah 
sementara seadanya atau semacam gubuk terbuat dari bambu (gedhek) di atas 
tanah-tanah kosong. Sebagai dampaknya yakni kesemrawutan dan kekumuhan tata 
kota Surabaya.81 
Akibat dari adanya permasalahan tanah itu, maka Perusahaan Tanah dan 
Rumah yang dulunya bernama Afdeling Grond en Woningbedrijf  yang paling 
berhak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Para penghuni liar itu 
diperintahkan untuk membongkar gubuk mereka dan mereka diberi tawaran untuk 
tinggal di hunian yang telah disiapkan Perusahaan Tanah dan Rumah dengan luas 
                                                             
























masing-masing 50 m2 dengan kewajiban membayar sewa. Selama lima tahun 
(antara tahun 1950-1954) sudah memberikan tanah / hunian pada penghuni baru.82 
Tercatat sebanyak 2.702 buah petak rumah di atas tanah seluas 325.495 m2 (32,55 
hektare).83 Kebaikan Pemerintah Kota Besar Surabaya kala itu ternyata telah 
menimbulkan daya tarik bagi penduduk pedesaan untuk urbanisasi ke kota 
Surabaya, di samping daya tarik banyaknya lapangan kerja di bidang industri di 
Surabaya. 84 
Singkat cerita, bangunan-bangunan liar di atas tanah partikelir85 maupun 
tanah milik warga asli Surabaya pada saat itu semakin menjadi-jadi lantaran juga 
berasal dari dukungan atau aksi sepihak yang dilakukan oleh Pemuda Rakyat (PR) 
dimana PR itu sendiri di bawah naungan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang pada 
saat itu memenangkan Pemilu pada tahun 1955, ditambah lagi munculnya dua 
walikota Surabaya yang bernama dr. Satriyo Sastrodiredjo (1958-1963) dan 
Moerachman, S.H. (1963-1965) yang menjadi kader PKI pada saat itu. Sehingga, 
bangunan-bangunan liar semakin memuncak dan aksi tersebut dibiarkan oleh 
walikota. Puncak dari aksi ini berasal dari peristiwa G 30 S / PKI 1965. 
                                                             
82 Ibid. 
83 Dilihat di Buku Kenang-Kenangan 5 Tahun Kota Besar Surabaja 1950-1956, DPRDS 
Surabaya, 1956, hlm. 92-93. 
84 Suryanto, Op.Cit., hlm. 10 
85 Menurut Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan 
Tanah Partikelir, tanah partikelir adalah tanah eigendom dengan hak-hak pertuanan (landheerlijke 
rechten). Menurut Pasal 1 ayat (1) huruf b, hak-hak pertuanan adalah hak untuk mengangkat dan 
memberhentikan aparat desa, menuntut adanya kerja paksa atau memungut uang pengganti kerja 
paksa, menarik pungutan-pungutan, mendirikan pasar, memungut biaya pembukaan jalan dan 
























Akhirnya, peristiwa G 30 S / PKI 1965 telah usai dan PKI harus menerima 
kegagalan/kekalahan dari peristiwa tersebut. Dengan berakhirnya G 30 S / PKI, 
maka aksi pembangunan bangunan-bangunan liar tersebut menurun dikarenakan 
adanya penertiban penguasaan dan pemilikan tanah. Sebagai akibat dari 
kegagalan/kekalahan PKI, maka Tanah-tanah yang dikuasai oleh 
massa/simpatisan/kader PKI diambil alih oleh negara. Hal itu demi keamanan dan 
ketertiban secara sosial dan politik. Para tuan tanah atau warga yang memiliki 
tanah-tanah luas yang sempat terkena aksi sepihak, seakan merelakan tanahnya 
diambil alih oleh negara. Sebagian besar tuan tanah lebih memilih menyelamatkan 
diri dan keluarganya pindah tinggal di luar daerah atau pulang ke negara asalnya.86 
Upaya penertiban hak atas tanah itu berdampak panjang, karena menuai 
masalah di kelak kemudian hari, terutama warga yang merasa hak atas tanah 
huniannya diambil alih oleh negara, sekalipun yang bersangkutan tidak terlibat 
dalam kegiatan Pemuda Rakyat / PKI. Pemerintah kota Surabaya mengklaim diri 
sebagai pihak pemangku sah status HPL atas tanah negara di seluruh wilayah 
administrasinya. Belakangan, tanah-tanah negara ber HPL itu dimasukkan sebagai 
salah satu bentuk aset pemerintah daerah yang bisa dimanfaatkan untuk menggali 
Pendapatan Asli Daerah (PAD).87 
Historis yang telah diuraikan di atas, menjadikan persoalan yang 
berkepanjangan sampai pada saat Pemerintah Kota Surabaya mengklaim diri 
sebagai yang berhak mengelola tanah-tanah negara. Pasalnya, setelah peristiwa itu, 
masyarakat yang ingin memakai tanah-tanah itu mempertanyakan status tanah yang 

























diberikan masyarakat.  Meskipun memang masyarakat diberikan izin Pemerintah 
dan diberikan Surat Izin Pemakaian Tanah (IPT) oleh Pemerintah Kota Surabaya, 
namun tetap saja masyarakat sebenarnya memiliki keraguan atas tanah yang mereka 
kuasai. Namun, sebagian besar mereka adalah pendatang dan membutuhkan tempat 
tinggal di Surabaya, maka mereka tetap menempati tanah itu.88 
Masyarakat yang diberikan izin pemakaian tanah tersebut wajib membayar 
retribusi dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Pemerintah Kota Surabaya 
yang dilimpahkan ke Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT). 
Pembayaran retribusi dibayarkan setahun sekali dan hasil dari retribusi itu masuk 
ke dalam PAD, seperti yang telah diuraikan di atas. 
Pada tahun 1997, Pemerintah Kota Surabaya mengajukan permohonan Hak 
Pengelolaan (HPL) secara resmi, dan terbitlah Keputusan Menteri Negara Agraria 
/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 53 /HPL/BPN/1997 tentang Pemberian Hak 
Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya atas 
permohonan dari Pemerintah Kota Surabaya sendiri. Keputusan ini berisikan 
tentang:89 
1. Luas Tanah Hak Pengelolaan (HPL) yang diberikan kepada Pemerintah Kota 
Surabaya secara keseluruhan ± 3.117.110 M2 
2. Persyaratan yang harus dipenuhi pemegang hak pengelolaan, yaitu pemberian 
tanah untuk dipergunakan perumahan / perdagangan / perkantoran / industri / 
                                                             
88 Hasil wawancara dengan salah satu warga bernama Bapak Edy Triyoso, warga di Kecamatan 
Gubeng yang menempati tanah berstatus Surat Ijo, 2018, 4 November 2018, Pukul 14.35. 
89 Hasil wawancara dengan staff Bidang Pendataan dan Pemanfaatan Tanah di Dinas Pengelolaan 























pergudangan / fasilitas komersial / fasilitas sosial, kewajiban membayar 
administrasi kepada negara 
3. Kewajiban pihak ketiga yang memperoleh HGB di atas tanah HPL untuk 
membayar uang pemasukan (retribusi) kepada negara 
4. Kewajiban mendaftarkan HPL ke Kantor Pertanahan untuk mendapatkan 
sertipikat tanda bukti hak 
5. Kewajiban penerima hak untuk menyelesaikannya atau dikeluarkan dari areal 
HPL apabila ada penduduk / penggarap yang telah menguasai tanah HPL 
tersebut secara menetap sebelum diterbitkannya keputusan ini 
6. Melakukan ijin kepada Badan Pertanahan Nasional apabila tanah yang diberi 
HPL tersebut dialihkan kepada pihak lain 
7. Kewajiban penerima hak untuk memelihara tanah HPL tersebut, dan 
8. Kewajiban mengembalikan tanah HPL tersebut apabila sudah tidak 
dipergunakan lagi oleh penerima hak.90 
Adapun dasar dari Pemerintah Kota Surabaya mengajukan Hak Pengelolaan 
menurut hasil wawancara penulis dengan staff Bidang Pendataan dan Pemanfaatan 
Tanah di Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah adalah Pasal (2) Peraturan 
Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak 
Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijaksanaan 
Selanjutnya yang berbunyi :91 
“Jika tanah Negara sebagai dimaksud pasal 1, selain dipergunakan untuk 
kepentingan instansi-instansi itu sendiri, dimaksudkan juga untuk dapat 
diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga, maka hak penguasaan 
                                                             
90 Ibid. 
91 Hasil wawancara dengan staff Bidang Pendataan dan Pendaftaran Tanah di Dinas Pengelolaan 























tersebut diatas dikonversi menjadi hak pengelolaan sebagai dimaksud dalam 
pasal 5 dan 6, yang berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan untuk 
keperluan itu oleh instansi yang bersangkutan.”92 
Di dalam pasal ini, sebenarnya sudah sangat jelas bahwa Menteri Agraria 
sudah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menkonversi tanah-tanah hak 
barat yang akan digunakan untuk pihak ketiga agar diubah menjadi Hak 
Pengelolaan. Ini yang menjadi dasar Pemerintah Kota Surabaya untuk mengajukan 
Hak Pengelolaan ke Badan Pertanahan Nasional pada tahun 1997.  
Namun, kembali lagi pada uraian yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa 
Pemerintah Kota Surabaya mengkonversi hak barat menjadi ha katas tanah 
berdasarkan UUPA (dalam hal ini adalah HPL) telah melewati batas waktu yang 
ditentukan dalam Keppres No. 32 Tahun 1979. Sedangkan, keputusan BPN terkait 
pemberian HPL bagi Pemerintah Kota Surabaya terbit tahun 1997. Jarak batas 
waktu mengkonversi tanah hak barat dengan penerbitan keputusan BPN dapat 
dikatakan cukup jauh, hal ini dapat meresahkan masyarakat terkhusus masyarakat 
yang telah menguasai tanah-tanah tersebut sebelum terbitnya keputusan BPN. 
Keresahan yang dialami masyarakat semakin membukakan mata mereka 
akan hukum bahwa tanah-tanah yang terlambat dikonversi secara otomatis menjadi 
tanah negara. Di samping itu, terkait historis permasalahan tanah di Kota Surabaya 
pada masa G 30 S PKI / 1965 juga dialihkan menjadi tanah negara. Sehingga 
masyarakat merasa yakin bahwa mereka dapat memiliki secara sah tanah yang 
mereka tempati. Untuk itu mereka mempertahankannya. 
                                                             
92 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan 























Sebagian besar masyarakat yang menggunakan fasilitas izin pemakaian 
tanah Pemerintah Kota Surabaya adalah masyarakat yang sudah menguasai tanah 
tersebut selama lebih dari 20 tahun sebelum Pemerintah Kota Surabaya mengajukan 
HPL secara resmi pada tahun 1997. Tanah-tanah tersebut dikuasai oleh masyarakat 
pada saat tanah yang diajukan HPL itu masih berstatus tanah negara. Sehingga 
mereka memiliki kekuatan penuh untuk mengajukan permohonan hak ke Badan 
Pertanahan Nasional.93 
Jika mempertanyakan tindakan Pemerintah Kota Surabaya terhadap 
penduduk yang telah memakai tanah sebelum terbitnya Hak Pengelolaan, secara 
tidak langsung Pemerintah Kota Surabaya mengiyakan permintaan penduduk untuk 
melakukan permohonan hak atas tanah yang dikuasai itu. Hal ini telah dijabarkan di 
dalam angka 6 (enam) Keputusan BPN Nomor 53/HPL/BPN/1997 yang menyatakan 
bahwa : 
“Apabila didalam areal tanah yang diberikan Hak Pengelolaan  ini ternyata 
terdapat penduduk/penggarapan rakyat secara menetap yang sudah ada 
sebelum pemberian hak ini, menjadi kewajiban/tanggungjawab sepenuhnya 
dari penerima hak untuk menyelesaikannya menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku atau dikeluarkan dari areal hak 
pengelolaan.”.94 
Berdasarkan pasal di atas, menurut analisis dari narasumber di DPBT, adapun 
tindakan pemegang hak (dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya) terhadap 
                                                             
93 Hasil wawancara dengan salah satu warga bernama Bapak Edy Triyoso, warga di Kecamatan 
Gubeng yang menempati tanah berstatus Surat Ijo, 2018, 4 November 2018, Pukul 14.35. 
94 Keputusan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 53/HPL/BPN/1997 
























penduduk yang telah memakai tanah sebelum terbitnya Hak Pengelolaan Atas Nama 
Pemerintah Kota Surabaya adalah : 
a. Menyelesaikan tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat sebelum Pemerintah 
Kota Surabaya mengajukan HPL dengan cara pemberian ganti rugi kepada 
masyarakat. Pemberian ganti rugi tersebut dimaksudkan agar masyarakat 
mengembalikan tanah yang telah dikuasainya kepada Pemerintah Kota Surabaya 
sebagai tanah HPL. Namun, pada kenyataannya di lapangan, masyarakat enggan 
memberikan tanahnya kepada Pemerintah Kota Surabaya dan enggan pula 
menerima ganti rugi. Ketidakinginan masyarakat untuk menerima ganti rugi 
lantaran beberapa alasan yang menurut mereka kuat yaitu yang telah disebutkan 
di atas; 
b. Melepaskan tanah dan dikeluarkan dari areal Hak Pengelolaan tersebut apabila 
tindakan memberikan ganti rugi tidak berhasil. Maksud dari melepaskan ini 
adalah diberikannya tanah yang telah dikuasai masyarakat itu secara cuma-
cuma.95 
Keputusan BPN yang seharusnya memberikan angin segar bagi penduduk 
justru tidak berdampak apapun bagi mereka lantaran Pemerintah Kota Surabaya 
tidak menjalankan kewajibannya dengan baik yang sesuai pada angka 6 (enam) 
keputusan ini. Kenyataan yang terjadi, penduduk / penggarapan rakyat secara 
menetap yang sudah ada sebelum pemberian hak ini, yang menguasai tanah tersebut 
masih dibebani biaya IPT berupa retribusi tanah yang harus dibayar setiap tahunnya, 
                                                             
95 Hasil wawancara dengan Staff Bidang Pendataan dan Pemanfaatan Tanah di Dinas Pengelolaan 
























sehingga penduduk/penggarapan rakyat secara menetap yang sudah ada sebelum 
pemberian hak ini, dibebani biaya ganda yaitu dibebani PBB sekaligus retribusi 
tanah. Memang Pemerintah Kota Surabaya membuka pintu lebar untuk masyarakat 
melakukan permohonan hak, tetapi menurut masyarakat sendiri dalam proses 
pengurusan permohonan hak atas tanah dipersulit karena Pemerintah masih 
“setengah hati” dalam melepaskan tanah-tanah itu. Jika dilepaskan, maka 
pendapatan asli daerah (PAD) secara otomatis akan berkurang. 
Tindakan Pemerintah Kota Surabaya sudah benar, tetapi sampai saat ini 
belum memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi penduduk yang telah 
menguasai tanah sebelum terbitnya Hak Pengelolaan. Pemberian perlindungan 
hukum terhadap penduduk/penggarapan rakyat secara menetap yang sudah ada 
sebelum pemberian hak ini (HPL) dalam menggunakan bidang tanah negara, sesuai 
penduduk/penggarapan rakyat secara menetap yang sudah ada sebelum dengan 
harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak pemberian hak ini (HPL) 
yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan 
atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal 
dari hal lainnya.96 Perlindungan hukum bagi penduduk pemegang izin pemakaian 
tanah yang sudah ada sebelum pemberian hak pengelolaan atas nama pemerintah 
Kota Surabaya, jika Pemerintah Kota menginginkan untuk menguasai bidang tanah 
tersebut, maka harus mengadakan pelepasan hak bagi masyarakat yang disertai ganti 
kerugian dari Pemerintah Kota Surabaya, bukan sebaliknya Pemerintah Kota masih 
mengenakan IPT dalam bentuk retribusi yang harus dibayar oleh 
                                                             























penduduk/penggarapan rakyat secara menetap yang sudah ada sebelum pemberian 
hak ini (HPL).  
Memang tidak mudah apabila hal tersebut di atas dilaksanakan. Pasalnya, 
kedua belah pihak baik masyarakat maupun Pemerintah Kota Surabaya sama-sama 
mempertahankan tanah yang menurut masing-masing merupakan hak mereka. 
Namun, kembali lagi apabila dilihat dari pembahasan yang telah dipaparkan di atas 
serta angka 6 keputusan BPN tersebut, Pemerintah Kota tidak berhak atas tanah-
tanah yang telah dikuasai masyarakat. Maka dari itu, untuk memperjelas status 
haknya, maka masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) 
Kota Surabaya. Jika putusan hakim menyatakan bahwa Pemerintah Kota Surabaya 
tidak berhak atas tanah-tanah itu serta perbuatan memberikan retribusi IPT kepada 
masyarakat dinyatakan tidak sah, maka tanah-tanah tersebut menjadi tanah negara. 
Dengan begitu, masyarakat dapat mengajukan permohonan hak ke BPN yang 
diperkuat dengan putusan hakim serta Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah karena telah jelas status hak atas 
tanahnya. Adapun pasal tersebut menyatakan bahwa : 
“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan 
berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersang-kutan 
selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara ber-turut-turut oleh pemohon 
pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :  
1. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka 
oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat 
oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;  
2. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman 























masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan 
ataupun pihak lainnya.”97 
                                                             



























A.  Kesimpulan 
1. Tanah-tanah yang menjadi obyek Izin Pemakaian Tanah oleh Pemerintah Kota 
Surabaya adalah tanah negara dan belum dilakukan permohonan hak ke Badan 
Pertanahan Nasional. Dikarenakan belum di konversi, secara otomatis tanah-
tanah itu menjadi tanah negara. Akibatnya, tindakan Pemerintah Kota 
Surabaya tidak sah secara hukum karena tanah-tanah yang diberikan izin untuk 
masyarakat adalah tanah negara dan tidak ada hak secara konkrit atas nama 
Pemerintah Kota Surabaya sebelum Pemerintah Kota mengajukan Hak 
Pengelolaan tahun 1997. 
2. Tindakan yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya menurut hasil wawancara 
dengan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya adalah:  
a. Memberikan ganti rugi kepada penduduk apabila tanah tersebut turut 
masuk ke dalam tanah HPL atas nama Pemerintah Kota Surabaya 
b. Apabila masyarakat tidak ingin menerima ganti rugi tersebut, maka 
Pemerintah melepaskannya dari Hak Pengelolaan dan masyarakat berhak 
atas tanah tersebut. Tetapi tindakan tersebut masih menjadi keresahan bagi 
masyarakat karena tindakan Pemerintah Kota Surabaya yang tidak 
























Hingga saat ini Masyarakat masih dibebankan kewajiban membayar 
retribusi atas tanah yang dikuasai itu beserta wajib membayar PBB. Meskipun 
masyarakat diberikan jalan lebar untuk mengajukan permohonan hak atas 
tanah yang mereka tempati, tetapi menurut masyarakat proses permohonan 
haknya dipersulit, baik dari Pemerintah Kota sendiri maupun di DPRD. 
 
B. Saran 
1. Pemerintah Kota Surabaya harus lebih memahami Pasal 4 UUPA bahwa tanah 
yang akan diberikan izin pemakaian tanah untuk masyarakat / penduduk adalah 
tanah negara, sehingga Pemerintah tidak berhak atas pemberian izin tersebut. 
Yang berhak atas tanah itu adalah masyarakat sendiri yang telah menguasai 
selama lebih dari 20 tahun. Maka dari itu, Pemerintah Kota Surabaya harus 
melepaskan tanahnya dan membantu masyarakat untuk melakukan 
permohonan hak. 
2. Perlu adanya tindakan yang efektif dari Pemerintah Kota Surabaya apabila 
Pemerintah Kota mengiyakan pelepasan tanah-tanah yang termasuk obyek Hak 
Pengelolaan itu untuk diberikan kepada masyarakat yang menempati sebelum 
terbitnya Hak Pengelolaan. Di samping itu, hendaknya Pemerintah Kota 
Surabaya tidak mempersulit masyarakat untuk melakukan proses pelepasan 
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A. Pertanyaan yang diajukan kepada staff Pendataan dan Pemanfaatan Tanah 
di Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah : 
1. Apa alas hak atas tanah yang menjadi aset Pemerintah Kota Surabaya sebelum 
mengajukan Hak Pengelolaan ke Badan Pertanahan Nasional ? 
2. Apa dasar hukum Pemerintah Kota Surabaya mengajukan permohonan Hak 
Pengelolaan ? 
3. Apa maksud dari angka 6 Keputusan Menteri Negara Agraria / Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 53/HPL/BPN/ Tahun 1997 tentang Pemberian 
Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Surabaya ? 
4. Apa tindаkаn Pemerintаh Kotа Surаbаyа terhаdаp penduduk yаng 
telаh memаkаi tаnаh sebelum terbitnyа hаk pengelolааn tаnаh аtаs 
nаmа Pemerintаh Kotа Surаbаyа ? 
 
B. Pertanyaan yang diajukan kepada Bapak Edy Triyoso selaku penduduk yang 
terlibat dalam kasus pada penelitian ini : 
1. Sejak kapan bapak dan rekan-rekan tinggal di atas tanah dengan berstatus 
“Surat Ijo” tersebut ? 
2. Apa alasan bapak dan rekan-rekan memilih tinggal di atas tanah dengan 
berstatus “Surat Ijo” tersebut ? 
3. Bagaimana tindakan Pemerintah Kota Sutrabaya kepada bapak dan rekan-
rekan terhadap tanah yang sudah dikuasai penduduk jauh sebelum Pemerintah 
Kota Surabaya mengajukan Hak Pengelolaan tanah atas nama Pemerintah 























4. Apakah dengan tindakan dari Pemerintah Kota Surabaya tersebut memberikan 



























A. Wawancara dengan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya 
 




B. Wawancara dengan Bapak Edy Triyoso selaku penduduk yang terlibat 
dalam kasus pada penelitian ini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
